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Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadirat Allah SWT 
Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya penyusunan buku 
yang berjudul  “Hukum Koperasi & UMKM Pasca UU Cipta” ini dapat 
diselesaikan. Substansi buku ini merupakan hasil penelitian Tahun 
2022 yang dilakukan tim penulis yang dapat digunakan sebagai 
rujukan dalam diskusi ataupun untuk menambah pengetahuan 
pembaca yang tertarik dengan perlindungan hukum terhadap 
koperasi dan UMKM Pasca UU Cipta Kerja. 

Peran koperasi & UMKM yang sangat besar bagi 
perekonomian masyarakat sudah terbukti mampu bertahan dalam 
menghadapi krisis perekonomian. Koperasi & UMKM merupakan 
potensi dalam mengembangkan ekonomi nasional.  Adanya 
perubahan kebijakan oleh pemerintah melalui terbitnya UU Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, membawa berbagai perubahan 
perlindungan hukum terhadap koperasi dan UMKM. Buku ini akan 
memotret pengaturan perlindungan hukum terhadap koperasi dan 
UMKM pasca UU Cipta Kerja. Hal ini juga semakin diperkuat dengan 
telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai salah satu peraturan 
pelaksana UU Cipta Kerja. 

Meskipun buku ini diupayakan dan dipersiapkan secara baik, 
namun penulis menyadari masih ada kekurangan baik dalam aspek 
substansi maupun redaksional. Sehingga kritik dan saran yang 
membangun dari para pembaca sekalian amat penulis nantikan demi 
perbaikan kualitas tulisan kedepannya. Demikian tulisan sederhana 
ini disajikan, Selamat membaca dan semoga bermanfaat. 

 
 



HUKUM KOPERASI &
UMKM PASCA UU CIPTA KERJA

vi

Bandar Lampung,   November  2022 
 
 
 

Penulis 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HUKUM KOPERASI &
UMKM PASCA UU CIPTA KERJA

vii

Bandar Lampung,   November  2022 
 
 
 

Penulis 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
Kata Pengantar ........................................................................................  v 
Daftar Isi ...................................................................................................  vi 
 
Bab 1  Pendahuluan  ..............................................................................  1 
 
Bab 2  Kajian Teoritis dan Praktik Empiris  ...................................  7 

A. Kajian Teoritis  ......................................................................  7 
B. Kajian Asas Penyusunan Norma Peraturan Daerah  .....  17 
C. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah ...............  24 

 
Bab 3  Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan 

Terkait  ........................................................................................  26 
 
Bab 4 Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis .......................  44 

A. Landasan Filosofis   ..............................................................  48 
B. Landasan Sosiologis .............................................................  56 
C. Landasan Yuridis  ..................................................................   59 

 
Bab 5 Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup 

Materi Muatan Peraturan Daerah ........................................  62 
A. Jangkauan   .............................................................................  62 
B. Arah Pengaturan  ..................................................................  62 
C. Ruang Lingkup Materi Muatan ..........................................  63 

 
Bab 6 Penutup  ........................................................................................  118 
 
Daftar Pustaka  ........................................................................................  121  
 





HUKUM KOPERASI &
UMKM PASCA UU CIPTA KERJA

1

 
 
 

BAB I 

 
 
 

A. Latar Belakang 
Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 

pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam 
pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka 
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.1 Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah 
mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik 
Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, 
makmur, yang merata, baik materil maupun spiritual. Sejalan dengan 
tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa 
"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan 
yang layak bagi kemanusiaan”, oleh karenanya negara perlu 
melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak 
warga negara memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.  

Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 
Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian 
nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Hal ini sesuai dengan 
amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam 
rangka Demokrasi Ekonomi, bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai 
kedudukan, peran, dan potensi strategis perlu diberdayakan untuk 

                                                           
1 Bagian Umum Penjelasan UU Nomor 11 Tahun 2020 
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mewujudkan struktur perekonomian nasional yang  seimbang, 
berkembang, dan berkeadilan. 

Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun 
sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat 
yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun 
sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan 
demokrasi ekonomi.2 Koperasi sangat berperan dalam 
menggerakkan perekonomian Indonesia. 

Peran koperasi yang sangat besar bagi perekonomian 
masyarakat sudah terbukti mampu bertahan dalam menghadapi 
krisis perekonomian. Koperasi merupakan potensi dalam 
mengembangkan ekonomi nasional. Selain itu, koperasi juga 
mewakili sistem ekonomi indonesia yang berciri khas asas 
kekeluargaan dan gotong royong, bukan kapitalisme.  

Selain koperasi, keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu 
memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi 
secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses 
pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong 
pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas 
nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah 
satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh 
kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan 
seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada 
kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha 
Besar dan Badan Usaha Milik Negara.3 

Pemerintah dalam memberdayakan dan mengembangkan 
Koperasi dan UMKM telah mengeluarkan kebijakan melalui 
peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
dan Undang-Undang Nomor  25 Tahun  1992 tentang  

                                                           
2 Bagian Menimbang UU Nomor 25 Tahun 1992 
3 Bagian Umum Penjelasan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah 
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2 Bagian Menimbang UU Nomor 25 Tahun 1992 
3 Bagian Umum Penjelasan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah 

Perkoperasian. Pengaturan ini pada dasarnya untuk memberdayakan 
usaha mikro kecil dan menengah. 

Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki 
peranan yang strategis dalam memajukan perekonomian nasional. 
Hal ini dilihat dari kontribusi UMKM dalam menyerap tenaga kerja 
yang sangat besar. UMKM dipercaya merupakan leading sector 
dalam perekonomian di Indonesia, dan menjadi bagian integral 
ekonomi rakyat. UMKM berkontribusi besar terhadap produk 
domestik bruto (PDB). Mereka menyumbang hingga Rp8.573,9 triliun 
(57,8 persen) ke PDB Indonesia yang pada 2018 mencapai Rp14.838,3 
triliun. Bahkan, UMKM kini mempekerjakan sekitar 117 juta (97 
persen) dari total tenaga kerja Indonesia, dan menghadirkan 64 juta 
unit usaha, atau 99,99% dari total unit usaha di Indonesia.4 Namun 
sayang, kontribusi UMKM yang besar terhadap perekonomian belum 
diiringi dengan perhatian yang maksimal terhadap pengembangan 
UMKM. Sejumlah masalah klasik masih menjadi persoalan yang 
membelit UMKM. UMKM masih menghadapi berbagai hambatan dan 
kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Persoalan itu 
di antaranya mengenai permodalan, perizinan, pemasaran, sumber 
daya  manusia,basis data, iklim usaha dan akses terhadap proyek-
proyek pemerintah.  

Kondisi pandemi Covid-19 yang telah berdampak besar pada 
perekonomian, mengharuskan pemerintah termasuk pemerintah 
daerah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka pecepatan 
pemulihan ekonomi. Terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja sebagai bentuk kebijakan hukum oleh pemerintah pusat, 
membawa implikasi hukum yang menjadi jalan bagi pemerintah 
daerah dalam menentukan arah kebijakan hukum bagi 
pengembangan UMKM. Pengembangan UMKM saat ini menjadi 
prioritas dalam menggerakkan perekonomian nasional, mengingat 
kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha 
sehingga kontribusi UMKM menjadi sangat besar bagi peningkatan 
pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. 

                                                           
4https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/klaster-umkm-

kemudahan-bagi-yang-lemah-dan-kecil 
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Pasca berlakunya UU Cipta Kerja, Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, 
dan berkesinambungan perlu berupaya untuk meningkatkan 
kemampuan dan peran serta  kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional. Hal ini semakin 
dipertegas dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah 
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan 
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

Namun, peraturan perundang-undangan di tingkat nasional 
yang mendukung Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah semestinya dilanjutkan dengan dibentuknya 
peraturan daerah. Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya 
otonomi daerah yang telah memberikan kewenangan kepada daerah 
untuk mengurus dan mengelola daerahnya sendiri. UU Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan 
ketegasan bahwa urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah 
merupakan urusan pemerintahan wajib sebagaimana diatur dalam 
Pasal 12. Perda tentang Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah dimaksudkan untuk memberikan landasan 
hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. 

Pemerintah daerah memiliki peran dan kewenangan dalam 
upaya mengembangkan Koperasi dan UMKM. Koperasi dan UMKM 
sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus 
memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan 
pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang 
tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat. Oleh karenanya, 
sangat diperlukan peran pemerintah daerah dalam mewujudkannya. 

Banyaknya pengaturan yang berubah sejak terbitnya UU Cipta 
Kerja, pemerintah daerah perlu untuk mengakomodir 
perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat tersebut. Terlebih 
dalam situasi pandemi seperti saat ini, pilihan dan kecepatan 
penerapan kebijakan untuk mengatasi dampak ekonomi yang terjadi 
dimasyarakat menjadi sangat penting. Konsistensi dan political will 
pemerintah daerah dalam menetapkan peraturan dan regulasi 
hukum dinilai sangat dibutuhkan.  
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Perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah melalui 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi ruang 
kepada daerah untuk membangun wilayahnya sendiri. Daerah telah 
diberi kewenangan untuk membangun daerah serta memiliki 
kewenangan untuk membuat kebijakan perencanaan pembangunan 
beserta peraturan-perundang-undangan yang mengaturnya, 
termasuk dalam Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah. 

Pemerintah daerah yang memiliki kewenangan terhadap hal 
ini, juga perlu mendorong Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah dalam proses penyelenggaraan urusan 
pemerintahan. Dalam merespon kebijakan hukum yang telah 
berkembang tersebut, Pemerintah Daerah perlu membentuk 
peraturan daerah tentang Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah. Peraturan daerah ini menjadi kerangka hukum 
bagi pemerintah daerah mengoptimalkan pengembangan Koperasi 
dan UMKM berdasarkan kewenangan daerah. Pembentukan 
peraturan daerah ini adalah sebuah kebutuhan hukum dalam 
merespon perkembangan hukum yang telah berubah pasca 
terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 sebagai aturan 
turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Peraturan daerah yang akan disusun ini, secara yuridis untuk 
memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi 
Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan warga masyarakat Kabupaten 
Pesawaran. Kepastian hukum menjadi tumpuan penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik dengan memberikan kemanfaatan yang 
besar bagi kemakmuran rakyat. Berdasarkan uraian yang telah 
dipaparkan di atas, untuk lebih memberi kejelasan dan kepastian 
hukum dibutuhkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan 
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai landasan 
dan pijakan hukum bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Pesawaran.  
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B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat 

diketahui permasalahan yang ada berkaitan dengan urgensi 
Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  ini 
adalah berkaitan dengan kebutuhan hukum pengaturan 
Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
Permasalahan yang akan dipecahkan dan diuraikan lebih lanjut 
dalam penyusunan naskah akademik ini adalah: 

1. Mengapa Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah  diperlukan. 

2. Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis 
berkaitan dengan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah. 

3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, 
jangkauan, dan arah Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah dalam bentuk produk hukum daerah. 

 
C. Tujuan dan Kegunaan 

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang 
dikemukakan di atas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai 
alasan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi dalam 
Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah . 

2. Merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis tentang 
Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup 
pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam upaya 
Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
di daerah. 
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1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai 
alasan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi dalam 
Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah . 

2. Merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis tentang 
Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup 
pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam upaya 
Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
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BAB II  

 
 
 

A. Kajian Teoretis 
1. Koperasi 

Istilah koperasi sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu 
Co-Operation; dimana Co berarti bersama dan Operation berarti 
usaha atau bekerja. Secara harfiah koperasi dapat diartikan sebagai 
usaha bersama atau kerjasama. Dalam hal ini, koperasi berarti suatu 
wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan 
yang bersifat terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk 
memperjuangkan kesejahteraan anggota secara bersama-sama 
(kolektif).5 

Secara normatif sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 25 
Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan 
orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan 
kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan 
ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Adapun 
koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada 
khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun 
tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan 
masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar 1945. 

                                                           
5 Abdul Basith, Islam dan Manajemen Koperasi, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 42 
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Fungsi dan peran Koperasi adalah: a.) membangun dan 
mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada 
khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; b.) berperan serta secara aktif 
dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan 
masyarakat; c.) memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar 
kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi 
sebagai sokogurunya; d.) berusaha untuk mewujudkan dan 
mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha 
bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 

Menurut Moh. Hatta dalam Sumarsono,6 koperasi didirikan 
sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan 
hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang 
semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi di dahulukan 
keperluan bersama, bukan keuntungan. Masih dalam buku yang 
sama Soemarsono, menjelaskan menurut ILO, koperasi adalah suatu 
perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi 
terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang 
diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan 
setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung 
resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang 
mereka lakukan. 

Berdasarkan konsep dan definisi tersebut, menjelaskan bahwa 
dalam koperasi harus ada prinsip-prinsip koperasi sebagai landasan 
dalam melaksanakan kegiatan perkoperasian tersebut. Prinsip yang 
paling penting adalah koperasi merupakan badan usaha yang berdiri 
atas asas kekeluargaan, berbeda dengan badan usaha lain, yang 
melandasi kegiatan usahanya hanya untuk mencari laba. 

Berdasarkan UUD Tahun 1945 pasca amandemen, ketentuan 
Pasal 33 menjadi sebagai berikut: 

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas 
asas kekeluargaan. 

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 

                                                           
6 Sonny Sumarsono, Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), hlm.3 
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6 Sonny Sumarsono, Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), hlm.3 

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat. 

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas 
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi 
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan 
dan kesatuan ekonomi nasional. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur 
dalam undang-undang. 
  Sebelum diamandemen oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2002, Pasal 33 UUD 
1945 ini terdiri dari tiga ayat di batang tubuh dan empat paragraf di 
bagian penjelasan. Bunyi paragraf pertama bagian penjelasan Pasal 
33 UUD 1945 adalah sebagai berikut; 

“Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, 
produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan 
atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran 
masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang 
seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha 
bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan 
yang sesuai dengan itu ialah Koperasi” 

Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 pada paragraf pertama ini 
dengan sangat jelas mengatakan bahwa koperasilah bangunan yang 
sesuai untuk menjalankan ekonomi kerakyatan, karena koperasi 
sebagai penyelenggara usaha yang demokratis mengusung asas 
kekeluargaan. 

Dalam menjelaskan Pasal 33, Hatta menerangkan sebagai 
berikut:7 

1. Makna asas kekeluargaan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) 
UUD 1945: Azas kekeluargaan itu ialah koperasi. Azas 
kekeluargaan itu adalah istilah dari Taman Siswa untuk 
menunjukkan bagaimana guru dan murid-murid yang tinggap 

                                                           
7 Zainal Arifin Hoesein, Peran Negara dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan 

menurut UUD 1945. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM no.3 vol.23, Juli 2016. 
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padanya hidup sebagai suatu keluarga. Itu pulalah hendaknya 
corak koperasi Indonesia.  

2. Makna dikuasai oleh negara Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. 
Pengertian dikuasai oleh negara haruslah diartikan mencakup 
makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber 
dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas 
segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya 
pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas 
sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu 
dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada 
negara untuk  mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan 
pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), 
pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan 
(toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 

3. Makna digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 
yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3). 

4. Makna Demokrasi Ekonomi yang terdapat dalam Pasal 33 ayat 
(4): Demokrasi ekonomi, menurut Hatta (1932), sebagaimana 
halnya demokrasi Indonesia, bersumber pada nilai demokrasi 
asli di desa-desa di Indonesia. Ada tiga unsur demokrasi di 
Indonesia: (1) musyawarah, (2) kemerdekaan berpendapat, dan 
(3) tolong menolong. Dengan menerapkan pilar demokrasi 
ekonomi ini, tidak ada lagi sebagian kecil orang ataupun 
golongan yang menguasai kehidupan orang banyak hanya 
karena ia menguasai faktor produksi seperti sekarang ini. 
Idealnya keperluan dan kemauan rakyat banyak yang harus 
menjadi pedoman perusahaan dan penghasilan, Karenanya, 
semua cabang produksi yang memberikan penghasilan besar 
dan mengenai hajat hidup orang banyak harus dikelola secara 
bersama di bawah penjagaan rakyat dengan perantaraan badan-
badan perwakilannya. 
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Selain pengaturan yang pernah termuat dalam konstitusi yaitu 
UUD Tahun 1945, pengaturan koperasi juga pernah diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok 
Perkoperasian. Selanjutnya dengan diterbitkannya Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka UU Nomor 12 
Tahun 1967 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Adapun pengaturan koperasi selanjutnya yaitu dengan 
keluarnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang 
Perkoperasian. Namun, dengan adanya Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 maka UU Nomor 17 Tahun 2012 
tentang Perkoperasian telah dibatalkan secara keseluruhan, dan 
diberlakukannya kembali UU Nomor 25 Tahun 1992. Dan hingga saat 
ini, Pemerintah bersama dengan DPR belum mengeluarkan undang-
undang perkoperasian yang baru. 

 
2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha 
yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan 
pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat 
berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan 
masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan 
dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang 
harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan 
pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang 
tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan 
peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.8 

Telah begitu banyak peraturan perundang-undangan yang 
dibentuk oleh pemerintah dalam perlindungan dan pengembangan 
UMKM. Upaya pengembangan UMKM melalui fungsi hukum, 
memang mutlak diperlukan. Mengingat Negara Indonesia 
merupakan Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) 
UUD 1945. Konsekuensinya, semua tindakan pemerintah dalam 
penyelenggaraan negara harus berdasarkan atas hukum. 
                                                           
8 Bagian Umum Penjelasan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah 
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Pengembangan UMKM, bukan saja tanggung jawab pemerintah 
pusat. Pemerintah daerah melalui pembagian urusan konkuren 
sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, memiliki 
wewenang dan kewajiban dalam pengembangan UMKM. 

Krisis telah membukikan bahwa daya tahan UMKM lebih 
tangguh bila dibandingkan dengan kebanyakan usaha besar. Selain 
itu pemerataan akan lebih efekif melalui pengembangan usaha kecil 
karena jumlahnya yang besar dan sifatnya yang umumnya padat 
karya.9 Peran UMKM memiliki nilai strategis dalam memperkokoh 
perekonomian nasional (ekonomi rakyat) maka selayaknya 
pemerintah memberi perhatian yang layak (strategi dan kebijakan) 
bagi pemberdayaan (prioritas dan pemihakan), yaitu dipandang 
sebagai suatu kelompok unit usaha yang seharusnya terintegrasi 
dalam dunia usaha secara nasional yang nantinya dapat 
meningkatkan tarif hidup dan daya saingnya. UMKM sebagai cikal 
bakal kewirausahaan yang berproses, perlu diberi perhatian yang 
lebih seksama dari berbagai aspek.10 

Ekonomi rakyat yang mempunyai daya tahan kuat atau tahan 
banting pada situasi sekarang, harus dijadikan andalan untuk 
memulihkan ekonomi Indonesia dari kondisi krisis. Menurut 
Mubyarto, “because of the important role the Ekonomi Rakyat 
(estimated about 50-60% of total Indonesian economy), the economic 
recovery has taken place, and the ekonomi rakyat has made 
adjustment to the changing situation relatively easily.”11 Di Indonesia 
peranan (sektor) ekonomi rakyat yang luwes dan tahan banting 
benar-benar sangat besar (sekitar 55%) sehingga dalam kenyataan 
sektor ekonomi rakyat ini mampu dengan mudah menyesuaikan diri 
dengan kondisi sosial-politik-keamanan yang berubah.12 

 

                                                           
9 Nurul Widyaningrum, et al, Pola-Pola Eksploitasi terhadap Usaha Kecil. Yogyakarta: 

Yayasan Akatiga, 2003. 
10 Laurensius Arliman S, Perlindungan Hukum UMKM dari Eksploitasi Ekonomi dalam 

Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Jurnal Rechtsvinding Media 
Pembinaan Hukum Nasional, Volume 6, Nomor 3, Desember 2017. 

11 Mubyarto, Pemulihan Ekonomi Nasional Menuju Demokrasi Ekonomi, Jurnal Ekonomi da 
Bisnis Indonesia Vol.16, No.1, 2001. 

12 Ibid. 
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9 Nurul Widyaningrum, et al, Pola-Pola Eksploitasi terhadap Usaha Kecil. Yogyakarta: 

Yayasan Akatiga, 2003. 
10 Laurensius Arliman S, Perlindungan Hukum UMKM dari Eksploitasi Ekonomi dalam 

Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Jurnal Rechtsvinding Media 
Pembinaan Hukum Nasional, Volume 6, Nomor 3, Desember 2017. 

11 Mubyarto, Pemulihan Ekonomi Nasional Menuju Demokrasi Ekonomi, Jurnal Ekonomi da 
Bisnis Indonesia Vol.16, No.1, 2001. 

12 Ibid. 

3. Ekonomi Kerakyatan sebagai Pilihan Sistem Perekonomian 
Indonesia 

Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta 
menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat 
kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan.13 Sistem ekonomi 
suatu negara bukan merupakan sistem yang sepenuhnya netral, 
karena ekonomi sebagai suatu sistem sangat terkait dengan nilai-
nilai yang hidup di dalam masyarakat tempat sistem ekonomi 
tersebut lahir dan berlaku. Nilai-nilai tersebut tumbuh dan 
berkembang seiring dengan sejarah eksistensi berkembangnya 
masyarakat. Indonesia sebagai suatu masyarakat yang mengikatkan 
diri menjadi bangsa dan negara memiliki pula cita tertentu tentang 
sistem ekonomi yang ingin dibangun sesuai dengan nilai-nilai yang 
tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang dijunjung 
tinggi.14 

 Sistem ekonomi yang dibangun sejak Indonesia merdeka 
hingga saat ini, terumus dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yakni 
“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas 
kekeluargaan”. Pasal ini sejak awal terbentuknya UUD 1945 hingga 
telah mengalami 4 kali amandemen, pengaturan dan isi pasal ini 
tidak berubah. Komitmen bangsa Indonesia dalam menentukan 
“aturan main” dalam kegiatan ekonomi masyarakat tetap konsisten. 

Makna dari “usaha bersama berdasar asas kekeluargaan” 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, tidak 
hanya berlaku untuk koperasi, tetapi dimaksudkan pula untuk 
seluruh bangunan sistem perekonomian nasional. Namun, yang 
terjadi selama ini, bahwa pembentuk UUD 1945, para founding 
father melihat bahwa ungkapan tersebut paling sesuai digunakan 
untuk koperasi. Sehingga koperasi diletakkan sebagai sokoguru 
perekonomian nasional.15 

 

                                                           
13 Dumairy, Perekonomian Indonesia. Jakarta: Airlangga, 1996. 
14 Pendapat Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XI/2013, 

hlm.236 
15 Muchammad Ali Safa’at dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XI/2013 
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Sesungguhnya Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar demokrasi 
ekonomi Indonesia yang mengacu pada pemikiran Hatta tentang 
ekonomi kerakyatan, karena istilah ekonomi kerakyatan memang 
tidak ditemukan secara eksplisit dalam UUD 1945.16 Pengertian 
ekonomi kerakyatan merujuk pada Pasal 33 UUD 1945, dapat 
dipahami sebagai suatu sistem perekonomian yang ditujukan untuk 
mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Ekonomi 
kerakyatan, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 33 UUD 1945, 
adalah sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk 
mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Tiga prinsip 
dasar ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut: 

(1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas 
azas kekeluargaan; 

(2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan 

(3) bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut dapat disaksikan betapa 
sangat besarnya peran Negara dalam sistem ekonomi kerakyatan. 
Sebagaimana dilengkapi oleh Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34,  peran 
negara dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain meliputi lima 
hal sebagai berikut:17 

(1) mengembangkan koperasi; 
(2) mengembangkan BUMN; 
(3) memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang 

terkandung didalamnya bagi sebesarbesarnya kemakmuran 
rakyat; 

(4) memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan 
pekerjaan dan penghidupan yang layak; 

(5) memelihara fakir miskin dan anak terlantar. 

                                                           
16 Revrisond Baswir, (1995), Tiada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Kedaulatan Rakyat, dalam 

Baswir, Agenda Ekonomi Kerakyatan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 5. 

        17 Revrisond Baswir, Ekonomi Kerakyatan vs Neoliberalisme. 
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Sistem ekonomi kerakyatan menuntut agar masyarakatnya 
dapat turut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi negara. 
Sementara itu, pemerintah dituntut agar mampu menciptakan iklim 
yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Pada 
tahun 1955, Wilopo menyatakan pendapatnya bahwa ciri pokok 
ekonomi Indonesia adalah anti liberalisme, artinya suatu sistem 
ekonomi yang:18 

a. Tidak memungkinkan eksploitasi manusia oleh manusia; 
b. Tidak memperlemah kebebasan berusaha golongan ekonomi 

lemah; 
c. Tidak menciptakan ketimpangan yang besar dalam pemilikan 

kekayaan. 
Senada dengan Wilopo, Widjojo mengatakan bahwa sistem 

ekonomi yang ideal bagi Indonesia adalah sebagai berikut:19 
Sistem perekonomian didasarkan pada usaha bersama dari 

masyarakat secara keseluruhan, dengan tujuan utamanya untuk 
menaikan tingkat hidup masyarakat dan pembagian yang 
seimbang dari hasil yang berasal dari usaha bersama itu, dengan 
negara memainkan peranan aktif untuk mengarahkan dan 
melaksanakan pembangunan ekonomi. 

 Sistem ekonomi kerakyatan ini, merupakan paduan dari 
sistem ekonomi sosialis dengan sistem ekonomi kapitalis. Meskipun 
tidak bisa dikatakan sebagai sistem ekonomi campuran, karena 
sistem ekonomi kerakyatan yang dianut oleh Indonesia mengadopsi 
dari nilai-nilai pancasila.  

 

4. Peraturan Daerah 
Proses pembentukan peraturan daerah (Perda) diatur dalam 

Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, dalam pasal tersebut ditentukan bahwa: 

(1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas 
Pembantu, Daerah membentuk Perda. 

(2) Perda sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh DPRD 
dengan persetujuan bersama kepala Daerah. 

                                                           
18 Mubyarto, Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan, (Jakarta: Yayasan Agro 

Ekonomika,1980), hlm.78 
19 Ibid., hlm.79 
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(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi 
muatan: 

a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas materi 
muatan; 

b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi. 

(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud ayat (3) Perda 
dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 237 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah:  

(1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum 
yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang 
tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

(2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, 
penyusnan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang 
berpedoman pada ketentuan peratran peraturan perundang-
undangan. 

(3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau 
tertulis dalam pemebentukan Perda.  

(4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan secara efektif dan efisien.  

Ketentuan Pasal 236 dan 237 tersebut menjadi landasan 
penting bagi pemerintah daerah untuk merumuskan rancangan 
peraturan daerah secara umum. 

Dalam merumuskan Perda yang mengatur tentang pelayanan 
harus dilakukan berdasarkan pada dua rezim hukum dalam kerangka 
konsolidasi dan harmonisasi dalam implementasi berbagai peraturan 
perundang-undangan di daerah. Pemda harus mampu menciptakan 
keseimbangan optimal dan dinamik dengan memetakan 
kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan dengan 
berlandaskan pada standar-standar norma yang diterbitkan oleh 
pemerintah pusat. Standar norma tersebut meliputi rezim hukum 
pemerintahan daerah maupun rezim hukum sektoral.  
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B. Kajian Asas Penyusunan Norma Peraturan Daerah 
Setiap masyarakat selalu mempunyai rechtsidee yakni apa yang 

masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan 
untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban 
maupun kesejahteraan. Cita hukum atau rechtsidee tumbuh dalam 
sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka 
mengenai hubungan individual dan kemasyarakat dan lain 
sebagainya termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua ini 
bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau 
hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik 
sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana 
mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.20 

Menurut Rudolf Stammler, cita hukum adalah konstruksi 
pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada 
cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya Gustav Radbruch 
seorang ahli filsafat hukum seperti Stammler dari aliran Neo-
Kantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur 
yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum 
akan kehilangan maknanya.21 

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses 
terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma 
hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan 
nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-
undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi 
kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat. 
Salah satu bentuk pengejawantahan cita hukum adalah melalui asas-
asas hukum yang lebih lanjut akan menjadi batu uji bagi peraturan 
perundang-undangan. 

Peraturan daerah sebagai salah satu jenis peraturan 
perundang-undangan dalam pembentukannya tidak luput dari asas 
formal dan material. Apalagi substansinya merupakan norma sentral 
dalam mewujudkan secara lebih konkret isi otonomi di suatu daerah. 

                                                           
20 Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta: IN-HILL-Co, 1992, 

hlm. 17. 
21 Esmi Warasih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang: Badan Penerbit 

Universiatas Diponegoro, 2011, hlm. 39. 
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Untuk mendapatkan kualitas peraturan daerah yang seperti itu, 
maka dalam pembentukannya harus didasarkan pada beberapa asas. 
  

Asas (Beginzel atau principe: Bahasa Belanda atau principle 
Bahasa Inggris) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
didefinisikan sebagai (1) dasar hukum, (2) dasar; dan (3) cita-cita.22 
Adapun prinsip dalam kamus Bahasa Indonesia kontemporer 
diartikan sebagai dasar yang berupa kebenaran yang menjadi pokok 
berpikir atau bertindak,23 merupakan adaptasi istilah asing principle 
(Bahasa Inggris) dan oleh Hornby sebagaimana dikutip Rusli Effendi 
dkk didefinisikan sebagai basic truth atau general law of cause and 
effect.24 Black’s Law Dictionary mengartikan principle sebagai a 
fundamental truth or doctrinal, as of law: a comprehensive rule of 
doctrine whinch furnishes a bsic or origin for other; a settled rule of 
action, procedure, or determination.25 

Apabila dikaitkan dengan hukum, asas hukum menurut 
Scholten adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di 
belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-
aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang 
berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan 
individusl dapat dipandang sebagai penjabarannya.26 Satjipto 
Raharjo berpandangan bahwa asas hukum itu lebih abstrak dari 
aturan atau peraturan hukum; merupakan jantungnya huku, dimana 
di dalamnya terkandung nilai-nilai etis.27 Asas tersebut menurut 
Logemann sebagaimana dikutip Abu Daud Busroh dan Abubakar 
Busroh adalah sebagai bangunan hukum yang bersumber dari 

                                                           
22 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan RI, 2002, hlm. 52. 
23 Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modern 

English Press, 1991, hlm. 97. 
24 Rusli Effendi, dkk, Teori Hukum, Makassar: Hasanuddin University Press, 1991, hlm. 28. 
25 Henry Campbell Black’s, Black’s Law Dictionary: Definition of the term and pharses of 

American and English Jurisfrudence, American and Modern, (ST Paul Mina: West 
Publisting Co, 1979), hlm. 1074. 

26 Bruggink, Refleksi Tentang Hukum (terjemahan : A. Sidharta), Bandung: Citra Aditya 
Bhakti, 1996, hlm. 119. 

27 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 85. 
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22 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan 
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23 Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modern 

English Press, 1991, hlm. 97. 
24 Rusli Effendi, dkk, Teori Hukum, Makassar: Hasanuddin University Press, 1991, hlm. 28. 
25 Henry Campbell Black’s, Black’s Law Dictionary: Definition of the term and pharses of 

American and English Jurisfrudence, American and Modern, (ST Paul Mina: West 
Publisting Co, 1979), hlm. 1074. 

26 Bruggink, Refleksi Tentang Hukum (terjemahan : A. Sidharta), Bandung: Citra Aditya 
Bhakti, 1996, hlm. 119. 

27 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 85. 

perasaan manusia, yang merupakan unsur idiil dari aturan.28 
Karenanya ia bersifat dinamis berubah sesuai dengan kondisi-
kondisi yang mempengaruhinya, sehingga tidak langgeng 
tergantung pada kondisi lingkungannya, yang ditentukan secara 
langsung atau disimpulkan baik secara langsung atau tidak langsung 
dari peraturan hukum yang berlaku pada saat itu, yang hakikinya 
telah mengandung unsur-unsur (kiem=bibit) dari asas hukum 
bersangkutan.29 

Asas hukum yang berisikan nilai-nilai etis yang disebut juga 
sebagai kaidah penilaian dapat berfungsi baik di belakangataupun di 
dalam kaidah perilaku untuk kemudian mewujudkan kaidah hukum 
tertinggi dalam system hukum positif, karenanya asas hukum dalam 
hal ini berfungsi sebagai pondasi (landasan) bagi pembentukan 
system tersebut.30  

Rusli Effendi dkk menyebutkan bahwa asas hukum mempunyai 
fungsi antara lain:  

1. Menjaga konsistensi tetap dapat dipertahankan dalam suatu 
sistem hukum, untuk menjaga agar konflik-konflik yang 
mungkin timbul dalam suatu system hukum dapat diatasi dan 
dicarikan jalan keluar pemecahannya; 

2. Menertibkan aturan dan peraturan yang lebih konkret dan 
khusus serta kasuistis.31 

Disamping itu, jika hukum berfungsi sebagai a tool of social 
engeenering, maka asas hukum juga demikian.32 Akan tetapi, jika 
dipergunakan dalam upaya menemukan dan pembentukan hukum 
baru, maka asas hukum berfungsi sebagai batu uji kritis terhadap 
hukum positif.33 

Menurut Van der Vlies sebagaimana dikutip oleh Hamid 
Attamimi dan Maria Farida, secara umum membedakan dua kategori 
asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut 

                                                           
28 Abu Daud Busroh dan Abubakar Busroh, Asas-asas Hukum Tata Negara, Bandung: 

Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 12. 
29 ML. Tobing, Sekitar Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Erlangga, 1983, hlm. 22. 
30 Bruggink, Op.Cit., hlm. 132. 
31 Op.Cit., hlm. 97. 
32 Ibid., hlm. 100. 
33 Bruggink, Op.Cit., hlm. 133. 
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(algemene beginselen van behoorlijk regelgeving), yaitu asas formal 
dan asas material.34  
Asas-asas formal meliputi: 

1. Asas tujuan jelas; Asas ini terdiri dari tiga tingkat: kerangka 
kebijakan umum bagi peraturan yang akan dibuat, tujuan 
tertentu bagi peraturan yang akan dibuat dan tujuan dari 
berbagai bagian dalam peraturan. 

2. Asas lembaga yang tepat; Asas ini menghendaki agar suatu 
organ memberi penjelasan bahwa suatu peraturan tertentu 
memang berada dalam kewenangannya, dan agar suatu organ, 
khususnya pembuat undang-undang, memberi alasan mengapa 
ia tidak melaksanakan sendiri pengaturan atas suatu materi 
tertentu tetapi menugaskannya kepada orang lain. 

3. Asas urgensi/perlunya pengaturan; Jika tujuan sudah 
dirumuskan dengan jelas, masalah berikutnya adalah apakah 
tujuan itu memang harus dicapai dengan membuat suatu 
peraturan.  

4. Asas dapat dilaksanakan; Asas ini menyangkut jaminan-jaminan 
bagi dapat dilaksanakannya apa yang dimuat dalam suatu 
peraturan. 

5. Asas konsensus; Asas ini berisi bahwa perlu diusahakan adanya 
konsensus antara pihak-pihak yang bersangkutan dan 
pemerintah mengenai pembuatan suatu peraturan serta isinya. 

Asas-asas material meliputi: 
1. Asas kejelasan terminologi dan sistematika; Menurut asas ini, 

suatu peraturan harus jelas, baik kata-kata yang digunakan 
maupun strukturnya. 

2. Asas bahwa peraturan perundang-undangan mudah dikenali; 
Menurut asas ini, suatu peraturan harus dapat diketahui oleh 
setiap orang yang perlu mengetahui adanya peraturan itu. 

                                                           
34 I.C. Van der Vlies, Handboek Wetgeving (Buku Pegangan Perancang Peraturan 

Perundang-Undangan), Dirjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM RI, 
Jakarta, 2007. Hlm 258-303. Lihat juga Attamimi, A. Hamid S. Peranan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, 
Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990 dan Maria Farida Indrati S. Ilmu 
Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya. Jld 2. Yogyakarta: 
Kanisius, 2007. 
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2. Asas lembaga yang tepat; Asas ini menghendaki agar suatu 
organ memberi penjelasan bahwa suatu peraturan tertentu 
memang berada dalam kewenangannya, dan agar suatu organ, 
khususnya pembuat undang-undang, memberi alasan mengapa 
ia tidak melaksanakan sendiri pengaturan atas suatu materi 
tertentu tetapi menugaskannya kepada orang lain. 

3. Asas urgensi/perlunya pengaturan; Jika tujuan sudah 
dirumuskan dengan jelas, masalah berikutnya adalah apakah 
tujuan itu memang harus dicapai dengan membuat suatu 
peraturan.  

4. Asas dapat dilaksanakan; Asas ini menyangkut jaminan-jaminan 
bagi dapat dilaksanakannya apa yang dimuat dalam suatu 
peraturan. 

5. Asas konsensus; Asas ini berisi bahwa perlu diusahakan adanya 
konsensus antara pihak-pihak yang bersangkutan dan 
pemerintah mengenai pembuatan suatu peraturan serta isinya. 

Asas-asas material meliputi: 
1. Asas kejelasan terminologi dan sistematika; Menurut asas ini, 

suatu peraturan harus jelas, baik kata-kata yang digunakan 
maupun strukturnya. 

2. Asas bahwa peraturan perundang-undangan mudah dikenali; 
Menurut asas ini, suatu peraturan harus dapat diketahui oleh 
setiap orang yang perlu mengetahui adanya peraturan itu. 

                                                           
34 I.C. Van der Vlies, Handboek Wetgeving (Buku Pegangan Perancang Peraturan 

Perundang-Undangan), Dirjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM RI, 
Jakarta, 2007. Hlm 258-303. Lihat juga Attamimi, A. Hamid S. Peranan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, 
Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990 dan Maria Farida Indrati S. Ilmu 
Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya. Jld 2. Yogyakarta: 
Kanisius, 2007. 

3. Asas kesamaan hukum; Asas ini menjadi dasar dari semua 
peraturan perundang-undangan, peraturan tidak boleh 
ditujukan kepada suatu kelompok tertentu yang dipilih secara 
semaunya.   

4. Asas kepastian hukum; Asas ini menghendaki agar harapan 
(ekspektasi) yang wajar hendaknya dihormati; khususnya ini 
berarti bahwa peraturan harus memuat rumusan norma yang 
tepat, bahwa peraturan tidak diubah tanpa adanya aturan 
peralihan yang memadai, dan bahwa peraturan tidak boleh 
diperlakukan surut tanpa alasan yang mendesak. 

5. Asas penerapan-hukum yang khusus; Asas ini menyangkut 
aspek-aspek kemungkinan untuk menegakkan keadilan didalam 
kasus tertentu yang dapat diwujudkan dengan memberikan 
marjin keputusan kepada pemerintah didalam undang-undang, 
memberikan kemungkinan penyimpangan bagi keadaaan-
keadaaan khusus di dalam undang-undang, memungkinkan 
perlindungan hukum terhadap semua tindakan pemerintah. 

Meskipun bukan merupakan norma hukum, asas-asas ini 
bersifat normatif karena pertimbangan etik yang masuk ke dalam 
ranah hukum. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-
undangan ini penting untuk diterapkan karena dalam era otonomi 
luas dapat terjadi pembentuk Perda membuat suatu peraturan atas 
dasar intuisi sesaat bukan karena kebutuhan masyarakat. Pada 
prinsipnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan 
sangat relevan dengan asas umum administrasi publik yang baik 
(general principles of good administration) sebagai berikut:35 

1. Asas kepastian hukum (principle of legal security); 
2. Asas keseimbangan (principle of proportionality); 
3. Asas kesamaan dalam pengambilan keputusan pangreh 

(principle of equality); 
4. Asas bertindak cermat (principle of carefulness); 

                                                           
35 Ateng Syafrudin, Asas-asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala 

Daerah, dalam Paulus Effendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-asas Umum 
Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm 38-
39. 
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5. Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (principle of 
motivation) 

6. Asas jangan mencampuradukan kewenangan (principle of non 
misuse of competence); 

7. Asas permainan yang layak (principle of fair play); 
8. Asas keadilan atau kewajaran (principle of reasonableness or 

prohibition of arbitrariness); 
9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar (principle of meeting 

raised expectation); 
10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal 

(principle of undoing the consequences of an annulled decision); 
11. Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi 

(principle of protecting the personal way of life); 
12. Asas kebijaksanaan (sapientia); 
13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public 

service). 
Asas-asas umum administrasi publik yang baik ini bersifat 

umum dan adaptif terhadap keunikan jenis pelayanan yang 
diselenggarakan terhadap masyarakat, termasuk dalam hal 
Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
Urgensi asas ini karena sangat mungkin Perda yang dibentuk 
muatannya tidak baik tapi pelaksananya baik, atau sebaliknya 
aturannya baik tapi penyelenggaranya menerapkannya dengan tidak 
baik.  

Asas-asas tersebut di atas merupakan landasan dalam 
penyusunan Raperda yang akan disusun. Asas-asas tersebut akan 
diakomodir dalam perumusan norma atau pasal yang menjadi materi 
muatan Perda yang akan disusun. Salah satu aspek pokok dalam 
penyusunan Raperda adalah menentukan Materi muatan. Dalam 
menentukan materi muatan, Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan menentukan bahwa materi muatan Perda mengandung 
asas:36 

                                                           
36 Modul 1, Diklat Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Legal Drafting), 

(Jakarta: Depdagri-LAN, 2007). 
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36 Modul 1, Diklat Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Legal Drafting), 

(Jakarta: Depdagri-LAN, 2007). 

1. Pengayoman, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan 
harus berfungsi mengayomi seluruh masyarakat dan 
memberikan perlindungan hak asasi manusia yang hakiki; 

2. Kemanusiaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan 
harus bersifat manusiawi dan menghargai harkat dan martabat 
manusia serta tidak boleh membebani masyarakat di luar 
kemampuan masyarakat itu sendiri; 

3. Kebangsaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus 
mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang 
berasaskan musyawarah dalam mengambil keputusan; 

4. Kekeluargaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan 
harus mencerminkan asas musyawarah mufakat dalam setiap 
penyelesaian masalah yang diatur dalam Peraturan Perundang-
undangan; 

5. Kenusantaraan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan 
merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang 
berdasarkan Pancasila atau wilayah/daerah tertentu, sesuai 
dengan jenis Peraturan Perundang-undangan tersebut; 

6. Kebhinnekatunggalikaan,  yaitu setiap perencanaan, 
pembuatan, dan penyusunan serta materi muatan Peraturan 
Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman 
penduduk, agama, suku, dan golongan khususnya yang 
menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 

7. Keadilan yang merata, yaitu setiap Peraturan Perundang-
undangan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga 
negara tanpa kecuali; 

8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu 
setiap Peraturan Perundang-undangan materi muatannya tidak 
boleh berisi hal-hal yang bersifat diskriminatif; 

9. Ketertiban dan kepastian hukum; yaitu setiap Peraturan 
Perundang-undangan harus dapat menimbulkan kepastian 
hukum dan ketertiban dalam masyarakat; 

10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu setiap 
Peraturan Perundang-undangan materi muatannya atau isinya 
harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan 
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keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta 
bangsa dan negara. 

Asas dan materi muatan yang ada di atas disesuaikan dengan 
materi muatan raperda yang akan disusun, dan sedapat mungkin 
semua asas yang ada dalam Pasal 6 ayat (1) tersebut dapat 
diakomodir secara keseluruhan. Peraturan Daerah tentang 
Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  akan 
disesuaikan dengan kondisi masyarakat, aspek sosial politik dan 
kearifan lokal di Kabupaten Pesawaran. 

 
C. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah 

Implikasi penerapan Peraturan Daerah tentang Perlindungan 
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, akan dikaji 
kaitannya terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya 
terhadap aspek beban keuangan daerah. 

Terhadap aspek kehidupan masyarakat, pengaturan 
Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  
dengan peraturan daerah tentu akan memberikan kekuatan hukum 
dan kepastian hukum bagi pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam 
melaksanakan penyelenggaraan Perlindungan Koperasi dan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah  di daerah. Kemudian dengan 
penerapan peraturan daerah ini, masyarakat dapat melakukan 
pengawasan eksternal terhadap langkah pemerintah daerah dalam 
penyelenggaraan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah. Ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini 
dapat dijadikan tolok ukur oleh masyarakat dalam konteks 
keikutsertaan terhadap upaya menggerakan ekonomi kerakyatan.  

Selain itu, pengaturan Perlindungan Koperasi dan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah dengan peraturan daerah akan 
memberikan penyadaran hukum masyarakat akan pentingnya peran 
dan kedudukan koperasi dan usaha mikro dan usaha kecil dalam 
perekonomian daerah. Kejelasan peran dan tanggung jawab 
pemerintah daerah dalam Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah  juga tergambar dalam Perda. 
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Terhadap aspek beban keuangan daerah, pengaturan 
Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  
dengan peraturan daerah akan mempertegas dan memberikan dasar 
dalam penentuan anggaran belanja daerah guna mendukung upaya 
penyelanggaraan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah. Sehingga dalam pelaksanaannyapun dapat 
didasarkan pada peraturan daerah. Hal ini tidak terlepas bahwa 
dengan adanya pengaturan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah, pemerintah daerah wajib menyiapkan 
berbagai sarana dan prasarana untuk menunjang implementasi 
kebijakan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah. Perda Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah juga menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah 
Kabupaten Pesawaran dalam mengembangkan dan memberdayakan 
koperasi dan UMKM. 
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BAB III  

 
 
 
Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini 

dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan 
perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau 
materi yang perlu diatur dalam bentuk produk  legislasi daerah. 
Analisis ini akan menggambarkan sinkronisasi, harmonisasi 
peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari 
peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih 
pengaturan dalam upaya melindungi Koperasi dan Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah di daerah Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. 

 
1. Undang–Undang Dasar Tahun 1945 

Pasal 18 ayat (6) “Pemerintahan daerah berhak menetapkan 
peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan 
otonomi dan tugas pembantuan.” Kewenangan atribusi pemerintah 
daerah yang digariskan dalam ketentuan ini menjadi dasar pijak 
konstitusional bagi Pemda Kabupaten Pesawaran untuk membentuk 
Perda Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah. 

 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-
seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan 
kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan 
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-
seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan 
kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan 

ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Adapun 
koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada 
khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun 
tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan 
masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar 1945.  

 
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah 
Usaha adalah suatu unit ekonomi yang melakukan aktivitas 

dengan tujuan menghasilkan barang/jasa untuk dijual atau ditukar 
dengan barang lain dan ada seseorang atau lebih yang bertanggung 
jawab dan punya kewenangan untuk mengelola usaha tersebut.37 
Sedangkan definisi Pengembangan dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 
adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, 
Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, 
pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan 
meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah. Secara normatif Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2008, 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan 
mengembangkan usahanya dalam rangka membangun 
perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang 
berkeadilan. 

Adapun tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah sebagaimana termuat dalam Pasal 5 UU Nomor 20 Tahun 
2008: 

a. mewujudkan  struktur perekonomian nasional yang seimbang, 
berkembang, dan berkeadilan; 

b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; 
dan 

c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam 
pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan 

                                                           
37 Ketentuan Umum UU Nomor 20 Tahun 2008 
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pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat 
dari kemiskinan. 

Pasal 7 ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan 
perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: 

a. pendanaan; 
b.  sarana dan prasarana; 
c. informasi usaha; 
d. kemitraan; 
e. perizinan usaha; 
f. kesempatan berusaha; 
g. promosi dagang; dan 
h. dukungan kelembagaan. 

Pasal 7 ayat (2),  Dunia Usaha dan masyarakat  berperan  serta  
secara  aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 8 Aspek  pendanaan   sebagaimana   dimaksud  dalam  
Pasal 7 ayat  (1) huruf a ditujukan untuk: 

a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan 
dan lembaga keuangan bukan bank; 

b. memperbanyak  lembaga  pembiayaan dan memperluas 
jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah; 

c. memberikan  kemudahan  dalam memperoleh pendanaan 
secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam 
pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan; dan 

d. membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk 
mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya 
yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan 
bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun 
sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh 
Pemerintah. 
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c. informasi usaha; 
d. kemitraan; 
e. perizinan usaha; 
f. kesempatan berusaha; 
g. promosi dagang; dan 
h. dukungan kelembagaan. 

Pasal 7 ayat (2),  Dunia Usaha dan masyarakat  berperan  serta  
secara  aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 8 Aspek  pendanaan   sebagaimana   dimaksud  dalam  
Pasal 7 ayat  (1) huruf a ditujukan untuk: 

a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan 
dan lembaga keuangan bukan bank; 

b. memperbanyak  lembaga  pembiayaan dan memperluas 
jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah; 

c. memberikan  kemudahan  dalam memperoleh pendanaan 
secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam 
pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan; dan 

d. membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk 
mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya 
yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan 
bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun 
sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh 
Pemerintah. 
 

Pasal 9, Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b ditujukan untuk: mengadakan 
prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan 
pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan b. memberikan 
keringanan tarif prasarana  tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil. 

Pasal 10, Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (1) huruf c ditujukan untuk: a. membentuk dan 
mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi 
bisnis; b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai 
pasar, sumber   pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan 
teknologi, dan mutu; dan c.  memberikan jaminan transparansi dan 
akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah atas segala informasi usaha. 

Pasal 11 Aspek  kemitraan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 ayat (1) huruf d ditujukan untuk: 

a. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah; 

b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, 
dan Usaha Besar; 

c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan 
dalam pelaksanaan transaksi usaha antarUsaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah; 

d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan 
dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, 
Menengah, dan Usaha Besar; 

e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 

f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin 
tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi 
konsumen; dan 

g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha 
oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
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Pasal 13 ayat (1),  Aspek kesempatan berusaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf  f ditujukan untuk:  

a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi 
pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra 
industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, 
lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya; 

b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan 
Kecil di subsektor perdagangan retail; 

c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki 
kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai 
warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun; 

d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka 
untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 

e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah; 

f. mengutamakan  penggunaan  produk  yang  dihasilkan oleh  
Usaha  Mikro  dan  Kecil  melalui pengadaan secara langsung; 

g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan 
kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan  

h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan. (2) 
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah. 

Pasal 14 ayat (1), Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk: 

a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah di dalam dan di luar negeri; 

b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri; 

c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu menyediakan 
pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di 
dalam dan di luar negeri; dan 
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Pasal 13 ayat (1),  Aspek kesempatan berusaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf  f ditujukan untuk:  

a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi 
pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra 
industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, 
lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya; 

b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan 
Kecil di subsektor perdagangan retail; 

c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki 
kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai 
warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun; 

d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka 
untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 

e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah; 

f. mengutamakan  penggunaan  produk  yang  dihasilkan oleh  
Usaha  Mikro  dan  Kecil  melalui pengadaan secara langsung; 

g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan 
kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan  

h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan. (2) 
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah. 

Pasal 14 ayat (1), Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk: 

a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah di dalam dan di luar negeri; 

b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri; 

c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu menyediakan 
pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di 
dalam dan di luar negeri; dan 

d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas 
produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam 
kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor. 

Pasal 14 ayat (2), Pelaksanaan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian 
oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

Pasal 15, Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (1)  huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan 
meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan 
usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis 
lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah. 

Pasal 16 ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang: a. produksi dan 
pengolahan; b. pemasaran; c. sumber daya manusia; dan d. desain 
dan teknologi. Pasal 16 ayat (2),  Dunia usaha dan masyarakat 
berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 23 ayat (1), Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan 
Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22, Pemerintah dan Pemerintah Daerah: a. menumbuhkan, 
mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan 
bukan bank; b.  menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas 
jangkauan lembaga penjamin kredit; dan c.  memberikan kemudahan 
dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh 
pembiayaan. Pasal 23 ayat (2), Dunia  Usaha dan masyarakat 
berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan 
Kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dengan cara: a.   meningkatkan kemampuan menyusun studi 
kelayakan usaha; b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur 
pengajuan kredit atau pinjaman; dan c. meningkatkan pemahaman 
dan keterampilan teknis serta manajerial usaha. 

Pasal 24 Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan 
pemberdayaan Usaha Menengah  dalam bidang pembiayaan dan 
penjaminan dengan: a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan 
pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan 
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pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga 
pembiayaan lainnya; dan b. mengembangkan lembaga penjamin 
kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor. 

 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah 

Undang-undang ini mengatur secara umum tentang 
kewenangan pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan hak, 
wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur 
dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam Pasal 9 mengatur 
bahwa: 

(1) Urusan  Pemerintahan  terdiri  atas  urusan  pemerintahan 
absolut,  urusan  pemerintahan  konkuren,  dan  urusan 
pemerintahan umum.  

(2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1) adalah  Urusan  Pemerintahan  yang  sepenuhnya menjadi 
kewenangan Pemerintah Pusat.  

(3) Urusan  pemerintahan  konkuren  sebagaimana  dimaksud pada  
ayat  (1)  adalah  Urusan  Pemerintahan  yang  dibagi antara  
Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  provinsi  dan  Daerah 
kabupaten/kota.  

(4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah 
menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.  

(5) Urusan  pemerintahan  umum  sebagaimana  dimaksud  pada 
ayat  (1)  adalah  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi 
kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. 

 Selanjutnya dalam Pasal 11 menjelaskan lebih lanjut terkait 
urusan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, 
yakni: 

(1) Urusan  pemerintahan  konkuren  sebagaimana  di  maksud 
dalam  Pasal  9  ayat  (3)  yang  menjadi  kewenangan  Daerah 
terdiri  atas  Urusan  Pemerintahan  Wajib  dan  Urusan 
Pemerintahan Pilihan.  
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absolut,  urusan  pemerintahan  konkuren,  dan  urusan 
pemerintahan umum.  

(2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1) adalah  Urusan  Pemerintahan  yang  sepenuhnya menjadi 
kewenangan Pemerintah Pusat.  

(3) Urusan  pemerintahan  konkuren  sebagaimana  dimaksud pada  
ayat  (1)  adalah  Urusan  Pemerintahan  yang  dibagi antara  
Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  provinsi  dan  Daerah 
kabupaten/kota.  

(4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah 
menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.  

(5) Urusan  pemerintahan  umum  sebagaimana  dimaksud  pada 
ayat  (1)  adalah  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi 
kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. 

 Selanjutnya dalam Pasal 11 menjelaskan lebih lanjut terkait 
urusan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, 
yakni: 

(1) Urusan  pemerintahan  konkuren  sebagaimana  di  maksud 
dalam  Pasal  9  ayat  (3)  yang  menjadi  kewenangan  Daerah 
terdiri  atas  Urusan  Pemerintahan  Wajib  dan  Urusan 
Pemerintahan Pilihan.  

(2) Urusan  Pemerintahan  Wajib  sebagaimana  dimaksud  pada 
ayat  (1)  terdiri  atas  Urusan  Pemerintahan  yang  berkaitan 
dengan  Pelayanan  Dasar  dan  Urusan  Pemerintahan  yang  
tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.  

(3) Urusan  Pemerintahan  Wajib  yang  berkaitan  dengan 
Pelayanan  Dasar  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) adalah  
Urusan  Pemerintahan  Wajib  yang  sebagian substansinya 
merupakan Pelayanan Dasar.  

 Pasal 12 kemudian merinci apa saja yang merupakan urusan 
pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi 
urusan konkuren pemerintah daerah: 

(1) Urusan  Pemerintahan  Wajib  yang  berkaitan  dengan 
Pelayanan  Dasar  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11 ayat 
(2) meliputi:  

a. pendidikan;  
b. kesehatan;  
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;  
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;   
e. ketenteraman,  ketertiban  umum,  dan  pelindungan 

masyarakat; dan  
f. sosial.  

(2) Urusan  Pemerintahan  Wajib  yang  tidak  berkaitan  dengan 
Pelayanan  Dasar  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11 ayat 
(2) meliputi:  

a. tenaga kerja;  
b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;   
c. pangan;  
d. pertanahan;  
e. lingkungan hidup;  
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;  
g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;  
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;  
i. perhubungan;   
j. komunikasi dan informatika;  
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; 
l. penanaman modal;  
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m. kepemudaan dan olah raga;  
n. statistik;  
o. persandian;  
p. kebudayaan;  
q. perpustakaan; dan  
r. kearsipan.  

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan  sebagaimana  dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (1) meliputi:  

a. kelautan dan perikanan;  
b. pariwisata;  
c. pertanian;  
d. kehutanan;  
e. energi dan sumber daya mineral;  
f. perdagangan;  
g. perindustrian; dan  
h. transmigrasi. 
Dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1), “Daerah berhak menetapkan 

kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah.” Selanjutnya dalam Pasal 236, 
bahwa: 

(1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas 
Pembantuan, Daerah membentuk Perda.  

(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD 
dengan persetujuan bersama kepala Daerah. 

Undang-undang ini mengatur secara umum tentang 
kewenangan pemerintah daerah. Dalam hal ini daerah memiliki 
kewenangan dalam Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah  yang termasuk dalam lingkup urusan konkuren yang 
bersifat wajib. 
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kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah.” Selanjutnya dalam Pasal 236, 
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. 

Ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 ini merupakan guidance baru 
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 
Ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011 ini menjadi penting untuk 
dijadikan rujukan pembentukan Perda ini. 

Sebagaimana tercantum dalam Penjelasan undang-undang ini, 
dijelaskan bahwa terdapat materi muatan baru yang ditambahkan 
dalam undang-undang ini sebagai bentuk penyempurnaan terhadap 
undang-undang sebelumnya, yang terkait dengan pembentukan 
rancangan peraturan daerah antara lain: 

- pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam 
penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan 
Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota; 

- pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan 
Perundangundangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan 

- penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam 
Lampiran I Undang-Undang ini. 

Pasal 14 memuat ketentuan bahwa “Materi muatan Peraturan 
Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota  berisi  
materi muatan dalam rangka  penyelenggaraan  otonomi  daerah  
dan  tugas pembantuan  serta  menampung  kondisi  khusus  daerah 
dan/atau  penjabaran  lebih  lanjut  Peraturan  Perundang-
undangan yang lebih tinggi.” Mengenai sanksi pidana, dalam Pasal 15 
mengatur bahwa: 

(1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat 
dalam: 

a. Undang-Undang; 
b. Peraturan Daerah Provinsi; atau 
c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 
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(enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah). 

Dalam undang-undang ini memuat ketentuan yang 
menjelaskan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dan Daerah 
Kabupaten/Kota, yaitu: Pasal 56 yang mengatur bahwa: 

(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD 
Provinsi atau Gubernur. 

(2) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan 
dan/atau Naskah Akademik. 

(3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai:  
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;  
b. Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau  
c. Perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya terbatas 

mengubah beberapa materi. 
Disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan 

materi muatan yang diatur.  
Kemudian dalam Pasal 57 ayat (1) lebih lanjut mengatur bahwa 

“Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah 
Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah 
Akademik.” 

Dalam Pasal 63 dinyatakan bahwa “Ketentuan megenai 
penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 56 sampai dengan pasal 62 berlaku secara mutatis 
mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota.” 

Selanjutnya dalam Pasal 99 juga telah diatur bahwa “Selain 
Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 98 ayat (1), tahapan pembentukan Undang-Undang, 
Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.” 
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(enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah). 

Dalam undang-undang ini memuat ketentuan yang 
menjelaskan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dan Daerah 
Kabupaten/Kota, yaitu: Pasal 56 yang mengatur bahwa: 

(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD 
Provinsi atau Gubernur. 

(2) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan 
dan/atau Naskah Akademik. 

(3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai:  
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;  
b. Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau  
c. Perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya terbatas 

mengubah beberapa materi. 
Disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan 

materi muatan yang diatur.  
Kemudian dalam Pasal 57 ayat (1) lebih lanjut mengatur bahwa 

“Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah 
Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah 
Akademik.” 

Dalam Pasal 63 dinyatakan bahwa “Ketentuan megenai 
penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 56 sampai dengan pasal 62 berlaku secara mutatis 
mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota.” 

Selanjutnya dalam Pasal 99 juga telah diatur bahwa “Selain 
Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 98 ayat (1), tahapan pembentukan Undang-Undang, 
Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.” 

 
 
 
 
 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, juga 

menjadi dasar kewenangan pemerintah daerah dalam 
pengembangan UMKM. Hal ini mengingat bahwa pertimbangan 
pembentukan UU Cipta Kerja adalah untuk mendukung cipta kerja 
diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan 
dengan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek 
strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan 
kesejahteraan pekerja. 

Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha 
Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 
peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan 
investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis 
nasional. Pasal 3, Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk dengan 
tujuan untuk: 

a. menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan 
memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan 
terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan 
nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja 
Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan 
keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan 
ekonomi nasional; 

b. menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta 
mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam 
hubungan kerja; 

c. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang 
berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan 
bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan 

d. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang 
berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan 
dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi 
pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu 
pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada 
haluan ideologi Pancasila. 
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Pasal 4 Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3, ruang lingkup Undang-Undang Cipta Kerja mengatur 
kebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi: 

a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; 
b. ketenagakerjaan; 
c. kemudahan, pelindungan, serta pemberdayaan koperasi dan 

UMK-M; 
d. kemudahan berusaha; 
e. dukungan riset dan inovasi; 
f. pengadaan tanah; 
g. kawasan ekonomi; 
h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis 

nasional; 
i. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan 
j. pengenaan sanksi. 

Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan 
terkait dengan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-
M paling sedikit memuat pengaturan mengenai: kemudahan 
pendirian, rapat anggota, dan kegiatan usaha koperasi, dan kriteria 
UMK-M, basis data tunggal UMK-M, pengelolaan terpadu UMK-M, 
kemudahan Perizinan Berusaha UMK-M, kemitraan, insentif, dan 
pembiayaan UMK-M.38 Adapun secara rinci ketentuan yang 
mengatur mengenai kemudahan, pelindungan, serta pemberdayaan 
koperasi dan UMKM diatur dalam Bab V UU Cipta Kerja. 

Pasal 85, Untuk memberikan kemudahan, pelindungan, dan 
pemberdayaan Koperasi dan UMK-M, Undang-Undang ini 
mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru 
beberapa ketentuan yang diatur dalam: 

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

                                                           
38 Bagian Umum Penjelasan UU Cipta Kerja 
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Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4866); dan 

c. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 132, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

Ada begitu banyak arah kebijakan hukum yang baru dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, 
Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) peraturan pemerintah 
ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan 
kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Adapun Kemudahan, 
pelindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah dilakukan melalui: pembinaan dan pemberian 
fasilitas. Adapun berikut akan diuraikan kebijakan hukum yang 
terkandung dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 terhadap pengembangan 
UMKM. 

Pertama, kemudahan Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Kebijakan 
kemudahan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ini dilakukan melalui: 

1) Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan 
kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Yang 
digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha. 

2) Perizinan Usaha Berbasis Risiko 
Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam 
bentuk: nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau 
izin. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran 
bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk kemudahan Perizinan 
Berusaha. Pemerintah Daerah juga memberikan pendampingan 
bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah mendapatkan 
nomor induk berusaha. 
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3) Perizinan Tunggal dan Fasilitasi Sertifikasi Standar dan/atau 
Izin  
Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pemenuhan 
perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha 
Mikro dan Usaha Kecil. 

4) Informasi perizinan Berusaha 
Kedua, Pelindungan Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Kebijakan 

pelindungan usaha ini dilakukan melalui: 
1) Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi 

Usaha Mikro dan Usaha Kecil 
Layanan bantuan dan pendampingan hukum meliputi: a. 
penyuluhan hukum; b. konsultasi hukum; c. mediasi; 
penyusunan dokumen hukum; dan/atau d. pendampingan di 
luar pengadilan. 

2) Pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil  
Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro dan 
Usaha Kecil meliputi: a. restrukturisasi kredit; b.rekonstruksi 
usaha; c. bantuan permodalan; dan/atau d. bantuan bentuk lain. 
Hal ini untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro dan 
Usaha Kecil di pasar domestik. 

Ketiga, Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
Kebijakan pemberdayaan usaha ini dilakukan melalui: 

1) Basis Data Tunggal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 
2) Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro 

dan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik; 
Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro 
dan Usaha Kecil paling  sedikit 30% (tiga puluh persen) total 
luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau 
tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik. 
Pemerintah Daerah juga dapat memberikan apresiasi berbentuk 
insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi 
dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sesuai dengan 
alokasi 
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perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha 
Mikro dan Usaha Kecil. 

4) Informasi perizinan Berusaha 
Kedua, Pelindungan Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Kebijakan 

pelindungan usaha ini dilakukan melalui: 
1) Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi 

Usaha Mikro dan Usaha Kecil 
Layanan bantuan dan pendampingan hukum meliputi: a. 
penyuluhan hukum; b. konsultasi hukum; c. mediasi; 
penyusunan dokumen hukum; dan/atau d. pendampingan di 
luar pengadilan. 

2) Pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil  
Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro dan 
Usaha Kecil meliputi: a. restrukturisasi kredit; b.rekonstruksi 
usaha; c. bantuan permodalan; dan/atau d. bantuan bentuk lain. 
Hal ini untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro dan 
Usaha Kecil di pasar domestik. 
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insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi 
dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sesuai dengan 
alokasi 
 
 
 

3) Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil; 
Hal ini diimplementasikan secara bersinergi oleh Pemerintah 
Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait 
melalui penataan klaster. 

4) Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual; 
5) Jaminan Kredit Program; 

Kegiatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat dijadikan jaminan 
kredit program. Jaminan kredit program dapat berupa:  a. surat 
perintah kerja; b.faktur; c. surat pemesanan (purchase order); d. 
hak kekayaan intelektual; e. anjak piutang; f. keping/kode 
batang (Chip/barcode) bukti atas kepemilikan benda bergerak; 
dan/atau g. kontrak perjanjian kerja. 

6) Pengadaan Barang/Iasa Pemerintah; 
Pemerintah Daerah mendorong badan usaha milik daerah untuk 
mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro, Usaha 
Kecil, dan Koperasi dalam pengadaan barang/jasa. 

7) Pencatatan dan Pembukuan Sistem Aplikasi Laporan Keuangan; 
Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan dan pendampingan 
pemanfaataan sistem aplikasi pembukuan/ pencatatan 
keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil. 

8) Pengalokasian Usaha Bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan 
9) Pemeliharaan Terminal 

Pemeliharaan terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang 
pada terminal harus bekerjasama dengan Usaha Mikro dan 
Usaha Kecil. 

Keempat, Pengembangan Usaha. Pengembangan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah dilakukan melalui: a.) pendataan serta 
identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah; b.) penyusunan program pembinaan dan 
pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi; c.) 
pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan d. 
pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program. 

Kelima, Koordinasi dan Pengendalian Kemudahan 
Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
Dalam tahap proses koordinasi dan pengendalian dilakukan dengan 
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penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, serta pemantauan 
dan evaluasi terhadap: 

a. peraturan perundang-undangan dan kebijakan penumbuhan 
iklim dan pengembangan usaha yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

b. program penumbuhan iklim dan pengembangan usaha yang 
diselenggarakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 
dunia usaha, dan masyarakat. 

Adapun dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 ini juga memuat 
ketentuan dalam hal kemitraan; kemudahan dan insentif; 
penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro dan usaha kecil; serta 
penyelenggaraan inkubasi. 

 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018. 

Ketentuan Permendagri ini merupakan elaborasi dari 
Ketentuan UU No. 12 Tahun 2011, sepanjang mengatur mengenai 
produk hukum daerah. Permendagri ini juga penting untuk dijadikan 
rujukan dalam pembentukan produk legislasi daerah tentang 
Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
Sebagaimana pada UU No. 12 Tahun 2011, pada Permendagri ini juga 
mengatur dalam penyusunan Rancangan Perda disertai dengan 
penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Artinya 
dalam pembentukan Perda Kabupaten Pesawaran tentang 
Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
membutuhkan naskah akademik untuk menjamin kebutuhan hukum 
masyarakat. 

 
9. Keperluan Pengaturan Dalam Peraturan Daerah 

Dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berkenaan dengan penyandang disabilitas yang telah dipetakan 
diatas, dapat dilihat bahwa terdapat sinkronisasi yang menunjukkan 
pemerintah daerah berwenang dan bertanggungjawab atas 
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9. Keperluan Pengaturan Dalam Peraturan Daerah 

Dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berkenaan dengan penyandang disabilitas yang telah dipetakan 
diatas, dapat dilihat bahwa terdapat sinkronisasi yang menunjukkan 
pemerintah daerah berwenang dan bertanggungjawab atas 

pemenuhan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah. Dengan begitu, diperlukan sebuah Peraturan Daerah 
tentang Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah  yang akan melegitimasi kedudukan Pemerintah Daerah 
dalam melakukan kebijakan Perlindungan Koperasi dan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah. 
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BAB IV  

 
 
 
Menurut Van Apeldoorn, Pembentukan peraturan perundang-

undangan pada hakikatnya ialah pembentukan norma-norma hukum 
yang berlaku keluar dan bersifat umum  dalam arti yang luas. 
Peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara 
atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang 
bersifat dan mengikat secara umum.39  

Setidaknya terdapat 3 (tiga) teori yang digunakan sebagai 
acuan dalam penyusunan Perda yang baik, yaitu:40  

1. Teori materiil (materiele theory), yaitu penyusunan perda dilihat 
dari segi muatan yang akan diatur; 

2. Teori formil (formele theory), yaitu penyusunan perda dilihat 
dari segi bentuk/formatnya; 

3. Teori filsafat (philosofische theory), yaitu penyusunan perda 
dilihat dari landasan filsafatnya (philosofische grondslag). 

 Perda yang baik menurut teori materiil adalah perda yang 
muatan isinya sedapat mungkin digali dari hukum masyarakat 
(common law). Materi perda berisi kesadaran hukum masyarakat, 
terlebih di era otonomi daerah yang seluas-luasnya. Teori ini 
mengandaikan bahwa kesadaran hukum masyarakat (legal 
awareness) ekuivalen dengan keadilan sosial (social justice). 

                                                           
39 Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, PT Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 25. 
40 W. Riawan, 2009: 86-87. 
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atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang 
bersifat dan mengikat secara umum.39  

Setidaknya terdapat 3 (tiga) teori yang digunakan sebagai 
acuan dalam penyusunan Perda yang baik, yaitu:40  

1. Teori materiil (materiele theory), yaitu penyusunan perda dilihat 
dari segi muatan yang akan diatur; 

2. Teori formil (formele theory), yaitu penyusunan perda dilihat 
dari segi bentuk/formatnya; 

3. Teori filsafat (philosofische theory), yaitu penyusunan perda 
dilihat dari landasan filsafatnya (philosofische grondslag). 

 Perda yang baik menurut teori materiil adalah perda yang 
muatan isinya sedapat mungkin digali dari hukum masyarakat 
(common law). Materi perda berisi kesadaran hukum masyarakat, 
terlebih di era otonomi daerah yang seluas-luasnya. Teori ini 
mengandaikan bahwa kesadaran hukum masyarakat (legal 
awareness) ekuivalen dengan keadilan sosial (social justice). 

                                                           
39 Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, PT Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 25. 
40 W. Riawan, 2009: 86-87. 

 Teori formil hukum mengajukan 3 (tiga) syarat peraturan 
perundang-undangan dapat dikatakan baik, yaitu: [1] tuntas 
mengatur permasalahannya; [2] sedikit mungkin memuat ketentuan 
tentang delegasi peraturan perundang-undangan (delagatie van 
wetgeving); [3] hindari memuat ketentuan yang bersifat elastis. 
Perda yang tidak tuntas mengatur permasalahan sering kali 
menimbulkan “inflasi” peraturan. Pemberian kewenangan delegasi 
dari legislatif (DPRD) kepada eksekutif (Kepala Daerah) harus 
dibatasi oleh kewenangan normatif yang memang dimiliki oleh 
eksekutif. Teori formil dalam pembentukan perda juga 
menginginkan agar dihindari pasal-pasal yang bersifat “karet”, 
misalnya tentang pengecualian “demi kepentingan umum”, karena 
pengertian stipulatif tentang “kepentingan umum” (publieke belang) 
masih belum baku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam teori formil, 
semua pengertian harus dirinci secara limitatif agar tidak 
menimbulkan interpretasi yang bias, melebar, dan tarik-ulur 
kewenangan. 

 Teori filsafat mengedepankan bahwa Perda yang dibentuk 
harus mencerminkan filsafat hidup masyarakat, dengan demikian 
perda yang dibentuk harus memuat kearifan lokal masyarakat yang 
akan diatur. Jangan sampai perda yang akan dibentuk justru 
“menciderai” rasa keadilan di masyarakat karena sifatnya yang top-
down, sedapat mungkin perda yang dibentuk telah melalui 
mekanisme peran serta masyarakat sehingga bersifat bottom-up. 

Perda yang dibentuk harus mencerminkan kesadaran hukum 
masyarakat (legal awareness), sehingga masyarakat yang diatur akan 
“sukarela” untuk patuh. Perda juga harus berlaku secara yuridis. 
Hukum itu ibarat tombak bermata dua: mata tombak yang satu 
bernama adil, sedang yang satu bernama benar. Jadi, hukum itu 
harus adil dan benar. Istilah keadilan multiinterpretatif, misalnya, 
Aristoteles mengemukakan yang dinamakan adil adalah adanya 
keseimbangan antara hak dan kewajiban. Benar adalah kesesuaian 
antara perbuatan dengan peraturan. Adil dan benar mewujudkan 
perdamaian, karena hukum mengandung filosofi pengayoman dan 
perdamaian. Hal ini harus tercermin dalam Perda/produk hukum 
daerah. 
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Menurut Jimly Asshiddiqie,41 pembentukan sebuah aturan yang 
baik haruslah dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, yuridis, 
politis dan administratif dan keberlakuannya juga haruslah 
tercermin secara filosofis, sosiologis, yuridis dan politis.  

Landasan filosofis, Undang-undang selalu mengandung 
norma-norma hukum yang diidealkan (ideal norms) oleh suatu 
masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat 
dan bernegara hendak diarahkan.  Landasan Sosiologis yaitu bahwa 
setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang 
haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri 
akan norma hukum yang sesuai dengan realitas  kesadaran hukum 
masyarakat. Landasan Politis, landasan politis yang dimaksud disini 
ialah bahwa dalam konsideran harus pula tergambar adanya sistem 
rujukan konstitusional menurut cita-cita dan norma dasar yang 
terkandung dalam UUD 1945 sebagai sumber kebijakan pokok atau 
sumber politik hukum yang melandasi pembentukan undang-
undang yang bersangkutan. Landasan Juridis, Landasan juridis 
dalam perumusan setiap undang-undang haruslah ditempatkan 
pada bagian Konsideran "Mengingat".   

Kelima macam landasan tersebut di atas secara berurutan 
harus dicantumkan pada bagian pengantar undang-undang. 
Perumusannya dapat dibagi ke dalam tiga kelompok atau sub-
bagian, yaitu (a) sub-bagian pertimbangan atau "Konsideran 
Menimbang", (b) subbagian pengingatan atau "Konsideran 
Mengingat", dan kadang-kadang ditambah pula dengan (c) sub-
bagian perhatian atau "Konsideran Memperhatikan". Dalam 
kelaziman praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di 
Indonesia, kedua sub-bagian pertama, yaitu sub-bagian 
pertimbangan dan sub-bagian peringatan dianggap sebagai sesuatu 
yang mutlak dalam format peraturan perundang-undangan Republik 
Indonesia sejak dulu. Sedangkan sub-bagian ketiga, yaitu 
"konsideran memperhatikan" bersifat fakultatif sesuai kebutuhan. 

Keberlakuan Filosofis adalah nilai-nilai filosofis negara 
Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai "staats-
                                                           
41 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 243-

244. 



HUKUM KOPERASI &
UMKM PASCA UU CIPTA KERJA

47

Menurut Jimly Asshiddiqie,41 pembentukan sebuah aturan yang 
baik haruslah dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, yuridis, 
politis dan administratif dan keberlakuannya juga haruslah 
tercermin secara filosofis, sosiologis, yuridis dan politis.  

Landasan filosofis, Undang-undang selalu mengandung 
norma-norma hukum yang diidealkan (ideal norms) oleh suatu 
masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat 
dan bernegara hendak diarahkan.  Landasan Sosiologis yaitu bahwa 
setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang 
haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri 
akan norma hukum yang sesuai dengan realitas  kesadaran hukum 
masyarakat. Landasan Politis, landasan politis yang dimaksud disini 
ialah bahwa dalam konsideran harus pula tergambar adanya sistem 
rujukan konstitusional menurut cita-cita dan norma dasar yang 
terkandung dalam UUD 1945 sebagai sumber kebijakan pokok atau 
sumber politik hukum yang melandasi pembentukan undang-
undang yang bersangkutan. Landasan Juridis, Landasan juridis 
dalam perumusan setiap undang-undang haruslah ditempatkan 
pada bagian Konsideran "Mengingat".   

Kelima macam landasan tersebut di atas secara berurutan 
harus dicantumkan pada bagian pengantar undang-undang. 
Perumusannya dapat dibagi ke dalam tiga kelompok atau sub-
bagian, yaitu (a) sub-bagian pertimbangan atau "Konsideran 
Menimbang", (b) subbagian pengingatan atau "Konsideran 
Mengingat", dan kadang-kadang ditambah pula dengan (c) sub-
bagian perhatian atau "Konsideran Memperhatikan". Dalam 
kelaziman praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di 
Indonesia, kedua sub-bagian pertama, yaitu sub-bagian 
pertimbangan dan sub-bagian peringatan dianggap sebagai sesuatu 
yang mutlak dalam format peraturan perundang-undangan Republik 
Indonesia sejak dulu. Sedangkan sub-bagian ketiga, yaitu 
"konsideran memperhatikan" bersifat fakultatif sesuai kebutuhan. 

Keberlakuan Filosofis adalah nilai-nilai filosofis negara 
Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai "staats-
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fundamentalnorm". Di dalam rumusan kelima sila Pancasila 
terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang Maha Esa, 
humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas 
kebangsaan dalam ikatan kebineka-tunggal-ikaan, soverenitas 
kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. 
Tidak satupun dari kelima nilai-nilai filosofis tersebut yang boleh 
diabaikan atau malah ditentang oleh norma hukum yang terdapat 
dalam berbagai kemungkinan bentuk peraturan perundang-
undangan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Keberlakuan juridis adalah keberlakuan suatu norma hukum 
dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat 
dari pertimbangan yang bersifat teknis juridis. Secara juridis, suatu 
norma hukum itu dikatakan berlaku apabila norma hukum itu 
sendiri memang (i) ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan 
norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti 
dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya "Stuffenbautheorie 
des Recht", (ii) ditetapkan mengikat atau berlaku karena 
menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan 
akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A. Logemann, (iii) ditetapkan 
sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang 
berlaku seperti dalam pandangan W. Zevenbergen, dan (iv) 
ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang 
berwewenang. Jika ketiga kriteria tersebut telah terpenuhi 
sebagaimana mestinya, maka norma hukum yang bersangkutan 
dapat dikatakan memang berlaku secara juridis. 

Suatu norma hukum dikatakan berlaku secara politis apabila 
pemberlakuannya itu memang didukung oleh faktor-faktor kekuatan 
politik yang nyata (riele machtsfactoren). Meskipun norma yang 
bersangkutan didukung oleh masyarakat lapisan akar rumput, 
sejalan pula dengan cita-cita filosofis negara, dan memiliki landasan 
juridis yang sangat kuat, tetapi tanpa dukungan kekuatan politik 
yang mencukupi di parlemen, norma hukum yang bersangkutan 
tidak mungkin mendapatkan dukungan politik untuk diberlakukan 
sebagai hukum. Dengan perkataan lain, keberlakuan politik ini 
berkaitan dengan teori kekuasaan (power theory) yang pada 
gilirannya memberikan legitimasi  pada keberlakuan suatu norma 



HUKUM KOPERASI &
UMKM PASCA UU CIPTA KERJA

48

hukum semata-mata dari sudut pandang kekuasaan. Apabila suatu 
norma hukum telah mendapatkan dukungan kekuasaan, apapun 
wujudnya dan bagaimanapun proses pengambilan keputusan politik 
tersebut dicapainya sudah cukup untuk menjadi dasar legitimasi 
bagi keberlakuan norma hukum yang bersangkutan dari segi politik. 

Keberlakuan Sosiologis adalah pandangan sosiologis mengenai 
keberlakuan ini cenderung lebih mengutamakan pendekatan yang 
empiris dengan mengutamakan beberapa pilihan kriteria, yaitu (i) 
kriteria pengakuan (recognition theory), (ii) kriteria penerimaan 
(reception theory), atau (iii) kriteria faktisitas hukum. Kriteria 
pertama (principle of recognition) menyangkut sejauh mana subjek 
hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat 
serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma 
hukum yang bersangkutan. Jika subjek hukum yang bersangkutan 
tidak merasa terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang 
bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya. 

Sesuai dengan konsep landasan pembentukan aturan tersebut, 
dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan 
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  ini juga didasarkan 
pada politik hukum yang dilandaskan pada aspek filosofis, sosiologis 
dan yuridis pembentukannya. 

 
A. Landasan Filosofis 

Landasan filosofis dalam pembentukan perda merupakan 
suatu keniscayaan ketika pembentuk perda dihadapkan pada sebuah 
pertanyaan: “Apakah hukum itu? Dan apa pula keadilan itu?” Suatu 
produk peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan 
yang jelas. Politik hukum yang dijadikan dasar pijakan juga harus 
mapan, sehingga dapat dijadikan pegangan. Sudah menjadi tugas 
para pembentuk peraturan hukum untuk dapat menjelaskan esensi 
hukum atau keadilan yang dilandasi oleh pengetahuan hukum. Tugas 
filsafat dalam hal ini adalah menguji secara kritis dan mendalam 
(radikal) terhadap suatu peraturan daerah yang akan dibentuk. 
Murphy dan Colleman berpendapat:42 

                                                           
42 Murphy & Colleman, 1990: 2. 
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Tujuan filsafat adalah mengartikulasi dan mempertahankan 
standar kritik rasional serta menyibak kegelapan yang 
menyelubungi praktek (hukum) ketika praktek itu mulali 
dipersoalkan, tidak dalam kaitannya dengan alasan yang bersifat 
publik dan objektif, melainkan dalam kaitan dengan perasaan, 
dogma, kepercayaan, dan konvensi yang tak teruji. 

 Hal ini mengindikasikan bahwa analisis filsafat terhadap 
hukum dimaksudkan untuk memberi pertanggungjawaban rasional 
atas konsep yang digunakan dalam praktek hukum. Sekali lagi, fungsi 
filsafat sebagai sebuah landasan peraturan hukum (dalam hal ini 
Perda) bukan untuk melaporkan implementasinya, tetapi melalui 
refleksi kritis merekonstruksi dan mengoreksi penggunaan umum 
atas konsep tersebut. Refleksi kritis ini menjadi penting karena dua 
hal, yaitu [1] masyarakat berkepentingan atas tegaknya kepentingan 
umum berupa tertib sosial yang merupakan prakondisi bagi 
pelaksanaan hak dan perwujudan kepentingan warga negara; [2] 
mengontrol potensi kesewenang-wenangan penguasa. Dalam ilmu 
hukum sendiri, masih terdapat perdebatan keterkaitan antara 
moralitas dan hukum. Penganut mazhab positivis cenderung 
memisahkan keduanya. H.L.A. Hart, misalnya, berpendapat bahwa 
hukum sebagai sistem harus adil tanpa harus mengingkari 
kenyataan bahwa hukum produk partikular dapat saja tidak adil.43 
Franz Magnis-Suseno berpendapat bahwa hukum pada 
kenyataannya dapat saja tidak adil, namun hukum sebagai hukum 
maunya adil.44 

Dalam produk hukum daerah berupa Perda, analisis kritis 
harus dimulai dari pembentukan perda itu sendiri, oleh karena itu 
dalam konsiderans menimbang suatu Perda selalu dicantumkan 
secara eksplisit tentang landasan filosofis pembentukannya. Ada 
latar belakang yang menjadi landasan pembentukan Perda. Dengan 
demikian, Perda bukan dibentuk hanya atas dasar “intuisi sesaat” 
dari pemerintah daerah, tetapi lahir dari kebutuhan untuk 
melindungi kepentingan umum. Dalam peraturan perundang-

                                                           
43 H.L.A. Hart, 1961: 181-207 
44 Magnis-Suseno, 1987: 81-84 
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undangan, landasan filosofis ini diletakkan dalam konsiderans 
menimbang yang didahului kata “bahwa”. 

Landasan atau dasar firosofis peraturan perundang-undangan 
adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan filosofis atau 
ideologi negara. Setiap masyarakat  mengharapkan  agar  hukum  itu  
dapat  menciptakan  keadilan, ketertiban  dan  kesejahteraan.  Hal  
ini  yang  disebut  dengan  cita  hukum;  yaitu yang  berkaitan  
dengan  baik  dan  buruk  adil  atau  tidak.  Hukum  diharapkan 
mencerminkan  nilai-nilai  yang  tumbuh  dan  dirasa  adil  dalam  
masyarakat.  

Selain sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila 
juga sebagai cita hukum yang bersifat hirarkhis. Cita hukum 
(rechtsidee) mengandung arti bahwa pada hakekatnya hukum 
sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, 
rasa, karsa, cipta, dan fikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi cita 
hukum adalah gagasan, karsa, cipta, dan pikiran berkenaan dengan 
hukum atau persepsi tentang makna hukum. 

Peraturan  perundang-undangan harus  mencerminkan  nilai-
nilai  (cita hukum) yang terkandung dalan Pancasila. Menurut 
Rudolp  Stamler, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang 
merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum  pada cita-cita 
yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai bintang 
pemandu (leitstern) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meski 
merupakan titik akhir yang tidak mungkin tercapai, namun cita 
hukum memberikan manfaat karena mengandung dua sisi yaitu 
dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku 
dan cita hukum kita dapat mengarahkan hukum positif sebagai 
usaha dengan sanksi pemaksa menuju sesuatu yang adil 
(zwangversuch zum Richtigen).45 Selanjutnya Gustav Radbruch 
menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang 
bersifat regulative dan konstruktif. Tanpa cita  hukum,  hukum  
kehilangan maknanya.  

                                                           
45 Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-undangan (2) , Proses dan Teknik Penyusunan, 

Kanisius, 2007, hal 237.   
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bersifat regulative dan konstruktif. Tanpa cita  hukum,  hukum  
kehilangan maknanya.  

                                                           
45 Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-undangan (2) , Proses dan Teknik Penyusunan, 

Kanisius, 2007, hal 237.   

B.Arief Sidharta46 menjelaskan bahwa cita hukum Pancasila 
yang berakar dalam pandangan hidup Pancasila, dengan sendirinya 
akan mencerminkan tujuan menegara dan nilai-nilai dasar yang 
secara formal dicantumkan dalam Pembukaan, khususnya dalam 
rumusan lima dasar kefilsafatan negara, dan dijabarkan lebih lanjut 
dalam pasal-pasal Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 
tersebut. Tujuan bernegara tersebut diwujudkan dengan 
penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah. 

Berdasarkan Mukadimah UUD 1945, salah satu tujuan negara 
adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat, 
sebagaimana yang terdapat dalam konsep Negara Kesejahteraan. 
Salah satu bentuk kesejahteraan itu adalah adanya sistem jaminan 
sosial (social security) yang di negara-negara sedang berkembang 
berbentuk sistem perlindungan sosial (social protection) dan di masa 
krisis berbentuk jaringan pengaman sosial (social safety net). 

Selanjutnya bila dikaitkan dengan kewenangan maka Menurut 
Philip Selznick dan Philippe Nonet didalam teori hukum dan 
kekuasaan,  ada beberapa pentahapan perkembangan hukum antara 
lain, dari pentahapan hukum yang represif menjadi hukum yang 
lebih otonom dan kemudian menuju hukum yang responsif. Dari 
tahapan-tahapan tersebut jelas tergambar bahwa timbulnya hukum 
responsif lebih diakibatkan adanya reaksi dan kehendak dari 
masyarakat yang disebabkan oleh karena kekakuan-kekakuan yang 
terjadi pada hukum modern yang bersifat refresif, dan atas dasar 
reaksi dari masyarakat yang menghendaki adanya perubahan maka 
akhirnya terjadi pergeseran menjadi hukum yang lebih otonom dan 
kemudian menuju hukum responsif. 

Demikian halnya dengan gagasan hukum progresif, menurut 
Satjipto Rahardjo47 gagasan hukum progresif dimulai dari asumsi 
dasar filosofis bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan 
sebaliknya. Dengan demikian keberadaan hukum adalah untuk 
melayani dan melindungi manusia, bukan sebaliknya. Hukum 
                                                           
  46 B. Arief Sidharta. Ilmu Hukum Indonesia. Bandung : Fakultas Hukum Universitas 

Katolik Parahyangan, 2010, hlm. 85. 
47 Gagasan tentang hukum progresif pertama kali muncul tahun 2002 melalui artikel yang 

ditulis oleh Satjipto Rahardjo pada harian Kompas dengan judul”Indonesia 
Membutuhkan Penegakan Hukum Progresif”, tanggal 15 Juni 2002. 
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dianggap sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan 
manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat 
manusia bahagia. Hukum progresif menganut ideologi hukum yang 
pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat.48  

Atas dasar asumsi tersebut, kriteria hukum progresif adalah: 
pertama, mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan 
kebahagiaan manusia; kedua, memuat kandungan moral 
kemanusiaan yang sangat kuat; ketiga, hukum progresif adalah 
hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas yang 
tidak hanya bergerak pada ranah praktik, melainkan juga teori; 
keempat, bersifat kritis dan fungsional, oleh karena hukum progresif 
tidak henti-hentinya melihat kekurangan yang ada dan menemukan 
jalan untuk memperbaikinya. 

Hukum progresif menempatkan kepentingan dan kebutuhan 
manusia sebagai titik orientasinya, maka ia harus memiliki kepekaan 
pada persoalan-persoalan yang timbul dalam hubungannya dengan 
manusia. Salah satu persoalan yang krusial dalam hubungan-
hubungan sosial adalah keterbelengguan manusia dalam struktur-
struktur yang menindas, baik secara politik, ekonomi maupun sosial 
budaya. Dalam konteks keterbelengguan tersebut, hukum progresif 
harus tampil sebagai institusi yang emansipatoris (membebaskan). 

Karakter hukum progresif yang menghendaki kehadiran 
hukum dikaitkan dengan pemberdayaan sebagai tujuan sosialnya, 
menyebabkan hukum progresif juga dekat dengan sosial engineering 
dari Roscoe Pound49. Dengan mengutip pendapat Satjipto Rahardjo, 
mengatakan bahwa: 

 “upaya pembenahan sistem hukum melalui dan 
menggunakan konsep hukum progresif, secara sangat relevan 
terkait dengan karakternya bahwa (a) hukum adalah untuk 
manusia dan bukan sekedar untuk hukum itu sendiri, (b) hukum 
bukanlah institusi institusi yang absolute, otonom dan final, 

                                                           
48 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta: 

Genta Publishing, 2009, hlm 6. 
49 Roscoe Pound dalam dalam Bernard L. Tanya dan kawan-kawan. 2010, (Teori Hukum 

Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)., Menyatakan bahwa untuk 
mencapai keadilan maka perlu dilakukan langkah progresif, yaitu memfungsikan 
hukum untuk menata perubahan, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 155. 
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 “upaya pembenahan sistem hukum melalui dan 
menggunakan konsep hukum progresif, secara sangat relevan 
terkait dengan karakternya bahwa (a) hukum adalah untuk 
manusia dan bukan sekedar untuk hukum itu sendiri, (b) hukum 
bukanlah institusi institusi yang absolute, otonom dan final, 

                                                           
48 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta: 

Genta Publishing, 2009, hlm 6. 
49 Roscoe Pound dalam dalam Bernard L. Tanya dan kawan-kawan. 2010, (Teori Hukum 

Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)., Menyatakan bahwa untuk 
mencapai keadilan maka perlu dilakukan langkah progresif, yaitu memfungsikan 
hukum untuk menata perubahan, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 155. 

melainkan merupakan realitas dinamis yang terus bergerak, 
berubah, membangun diri, seiring dengan perubahan kehidupan 
manusia dan (c) hukum progresif pada dasarnya hukum yang pro 
keadilan, pro rakyat, sekaligus anti diskriminasi dan anti 
anarkhi.”50  

Pemikiran tentang hukum sebaiknya kembali pada filosofi 
dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut 
maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Artinya 
adalah bahwa hukum bertugas melayani manusia, dan bukan 
manusia bertugas melayani hukum. Oleh karena itu hukum bukan 
merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia.  

Guna mewujudkan pemikiran bahwasannya hukum adalah 
untuk manusia maka mutlak diperlukan adannya partisipasi 
masyarakat. Partisipasi masyarakat dimaksudkan agar hukum 
menjadi bagian yang dimiliki serta dihormati oleh masyarakat yang 
hidup dalam suatu Negara. Partisipasi publik atau partisipasi 
masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah merupakan hak 
masyarakat, yang dapat dilakukan baik dalam tahap penyiapan 
maupun tahap pembahasan. Dalam konteks hak asasi manusia, 
setiap hak pada masyarakat menimbulkan kewajiban pada 
pemerintah, sehingga haruslah jelas pengaturan mengenai 
kewajiban Pemerintahan Daerah untuk memenuhi hak atas 
partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perda tersebut. 

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan perwakilan merupakan dasar filosofis bagi 
pengembangan partisipasi masyarakat. Penerapan suatu peraturan 
daerah diharapkan akan dapat tepat guna dan berdaya guna, tidak 
mengatur golongan orang tetentu saja, dengan mengabaikan 
kepentingan golongan lain yang lebih banyak. Sehingga dalam 
proses penyusunannya, para pihak yang berkepentingan dan 
memiliki kaitan langsung ataupun tidak langsung terhadap kebijakan 
yang hendak diambil harus dilibatkan.   

Selanjutnya agar hukum harus dapat menjalankan fungsinya 
sebagai sosial engineering. Hukum harus mampu menjalankan 
                                                           
50 Satjipto Raharjo yang dikutip oleh Yusriyadi, 2010. Tebaran Pemikiran Kritis Hukum 

dan Masyarakat. Malang: Surya Pena Gemilang. Hlm. 37. 
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fungsinya sebagai alat perekayasa masyarakat agar menjadi lebih 
baik sesuai tujuan dibuatnya hukum itu. Satjipto Rahardjo,51 
menguraikan langkah yang diambil dalam sosial engineering bersifat 
sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan 
pemecahannya, yaitu: 

a) Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di 
dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak 
menjadi sasaran dari penggarapan tersebut; 

b) Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini 
penting dalam hal sosial engineering itu hendak diterapkan pada 
masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti 
tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan 
nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih; 

c) Membuat hopotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling 
layak untuk bias dilaksanakan; 

d) Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-
efeknya. 

Dari langkah sistematik yang disusun oleh Satjipto Rahardjo 
tersebut, maka produk hukum harus mampu mengidentifikasi 
permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan 
menghadapkannya dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat 
tersebut. Artinya hukum yang akan diterapkan tidak boleh 
bertentangan dengan nilai-nilai yang berkembang. Selanjutnya 
penyusunan kemungkinan rencana kerja yang akan dilaksanakan 
dengan membuat dugaan-dugaan penerapan hukum yang cocok 
dengan masyarakat. 

Masyarakat sebagai obyek dari penerapan hukum harus 
memperoleh manfaat dari diberlakukannya hukum. Sehingga hukum 
tidak bersifat represif. Betapapun legitimasi dapat diperoleh dari 
penerapan hukum represif, namun belum tentu akan mencapai 
dimensi substansi dari pemberlakuan hukum. Artinya pemberlakuan 
aturan belum tentu dapat mencapai keadilan bagi masyarakat.52 

                                                           
51 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum. Op. Cit. hlm 208. 
52 Bernard L. Tanya. Teori Hukum (Strategi Tertib manusia Lintas Ruang dan Generasi). 

Yogyakarta: Genta Publishing, 2010. hlm. 37 
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51 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum. Op. Cit. hlm 208. 
52 Bernard L. Tanya. Teori Hukum (Strategi Tertib manusia Lintas Ruang dan Generasi). 

Yogyakarta: Genta Publishing, 2010. hlm. 37 

Gustav Radbruch53 menjelaskan  bahwa penegakan hukum 
akan bersinggungan pada tiga dimensi, yaitu: 

a) Dimensi substansi filosofis yaitu apakah penegakan hukum 
sudah memenuhi rasa keadilan (sense of justice) dalam 
masyarakat, secara formal aspek keadilan merujuk pada 
kesamaan hak di depan hukum;  

b) Dimensi juridis normatif yaitu apakah penegakan hukum 
menjamin adanya kepastian hukum, yaitu adanya jaminan 
bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang 
memajukan kebaikan), benar-benar berfungsi sebagai peraturan 
yang ditaati; 

c) Dimensi sosiologis yaitu apakah penegakan hukum memberikan 
kemanfaatan atau finalitas bagi masyarakat, yaitu memajukan 
kebaikan dalam hidup manusia. 

Lebih lanjut Satjipto menjelaskan bahwa hukum ditentukan 
oleh kemampuan para penegak hukum untuk mengabdi kepada 
kepentingan manusia, para pelaku hukum mendapat tempat yang 
utama, oleh karenanya para pelaku hukum dituntut mengedepankan 
kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu 
proses perubahan penegakan hukum tidak lagi berpusat pada suatu 
peraturan akan tetapi ditentukan pada kreativitas para pelaku 
hukum yang mampu mengaktualisasikan hukum pada tempat, ruang 
dan waktu yang tepat. 

Dengan demikian, Pemerintahan yang ada dalam wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Berangkat dari landasan filosofis konstitusi, 
penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya berkewajiban 
memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. 
Dalam mewujudkan semangat tersebut, baik pemerintah pusat 

                                                           
53 Gustav Radbruch menyatakan bahwa keadilan memiliki sifat normatif sekaligus 

konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena berfungsi sebagai prasyarat 
transendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat yang menjadi 
landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur system hukum positif. Kepada 
keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan bersifat konstitutif karena 
keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum hukum sebagai hukum. Tanpa 
keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Op.. Cit. hlm. 130. 
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maupun pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan 
untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam melakukan 
regulasi dalam pelaksanaan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah. 

Koperasi dan usaha mikro merupakan kekuatan ekonomi 
kerakyatan dan terintegrasi dengan dunia usaha lainnya yang 
mempunyai potensi kedudukan dan peranan penting dalam 
membangun lapangan kerja dan mendorong kesempatan usaha 
masyarakat. Berangkat dari paparan di atas jelas bahwa landasan 
filosofis pembentukan Perda Perlindungan Koperasi dan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah adalah bahwa dalam rangka melindungi 
dan memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil 
sebagai basis utama penggerak ekonomi kerakyatan yang memiliki 
kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan 
pertumbuhan ekonomi. 

 
B. Landasan Sosiologis 

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai 
landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan 
keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting 
agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, 
tidak menjadi kalimat-kalimat mati belaka. Hal ini berarti bahwa 
peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami oleh 
masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang 
bersangkutan. Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata 
nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, 
tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak dipatuhi dan ditaati. 
Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan "hukum yang hidup" 
(living law) dalam masyarakat 

Hal ini selaras dengan aliran Sociological Jurisprudence yang 
memandang hukum sebagai sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah 
rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang 
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tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak dipatuhi dan ditaati. 
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dan bangsa. Selanjutnya tentang hal ini, Mochtar Kusumaatmadja54 
mengemukakan, sebagai berikut: 

“Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum 
yang hidup (the living law) dalam masyarakat, yang tentunya 
sesuai pula atau merupakan pencerminan daripada nilai-nilai 
yang berlaku dalam masyarakat itu”. 

Oleh karenannya, proses pembentukan peraturan daerah 
sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan 
semestinnya berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. 
Realitas tersebut bisa berupa fakta sosial maupun aspirasi yang 
berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan 
perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut maka proses 
berikutnya adalah mencoba untuk mencari sebuah jalan keluar 
yang terbaik yang dapat mengatasi persoalan yang muncul atau 
memperbaiki keadaan yang sekarang.  

Berkaitan dengan hal tersebut, satu hal yang harus diingat 
bahwa kenyataan yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar 
sosiologis harus termasuk pula kecenderungan dan harapan-
harapan masyarakat. Tanpa memasukkan faktor-faktor 
kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan 
hanya sekedar merekam keadaan seketika (sekedar moment 
opname). Keadaan seperti itu akan menyebabkan kelumpuhan 
peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat, 
bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif 
karena seolah-olah mengukuhkan kenyataan yang ada. Hal ini 
bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan 
yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat 

 Philippe Nonet dan Philip Selznick mengemukakan suatu 
model hukum responsif yaitu hukum yang baik seharusnya 
menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekadar keadilan 
prosedural. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil; 
hukum semacam itu seharusnya mampu mengenali keinginan publik 
dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.55  

                                                           
54 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, 

Bandung: Binacipta, 1986, hlm. 5. 
55 Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2008: 84. 
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Dari sudut pandang teori legitimasi, Habermas memusatkan 
diri pada hal-hal yang berhubungan dengan klaim kesahihan 
normatif. Klaim tentang kesahihan normatif dari norma-norma 
hukum ini berpijak pada teori proseduralistis, yaitu bahwa dasar 
legitimasi hukum itu mengikuti pola yang diatur oleh hukum itu 
sendiri.56 Kalau hukum harus dipatuhi, hukum itu juga harus 
diterima secara inter-subjektif oleh para targetnya. Kesahihan atau 
legitimitas yang berasal dari penerimaan intersubjektif tersebut 
memberinya daya ikat. 

Proses pembentukan hukum jelas hasil yang paling utama 
adalah terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang 
akan dijadikan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, 
sehingga untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah 
sangat mapan kandungan kelayakan substansial, sosial dan 
politiknya. Sebab, bila sebuah produk hukum tidak memiliki 
kemapanan yang cukup tersebut akan membelenggu dan merugikan 
masyarakat sebab di dalamnya banyak terjadi pertentangan 
(paradoks) yang sebenarnya tidak perlu. Hal ini berkaitan dengan 
sifat hukum itu sendiri yang pada dasarnya dapat dan harus 
dipaksakan dalam penerapannya (sifat hukum yang imperatif). 
Kemampuan konseptual tersebut penting agar dalam pemaksaan 
pada penerapannya itu tidak terjadi kerugian-kerugian bagi 
masyarakat, tapi justru dengan pemaksaan itu justru berdampak 
pada dinamika masyarakat yang lebih teratur dan tertib tanpa ada 
satu pihak merugikan pihak lain.  

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan 
memerlukan landasan sosiologis agar mendapat “legitimasi sosial” 
dari masyarakat. Dengan landasan sosiologis, maka akan dapat 
diukur potensi ketataatan masyarakat atas suatu peraturan 
perundang-undangan. Jangan sampai dibentuk suatu peraturan 
yang justru akan mendapatkan resistensi dari masyarakat itu sendiri. 

Menurut Syaukani dan Thohari57, bila hukum itu dibangun di 
atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah 

                                                           
56 F. Budi Hardiman: 2009, 65 
57 Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada. 2008, hlm. 25. 
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Dari sudut pandang teori legitimasi, Habermas memusatkan 
diri pada hal-hal yang berhubungan dengan klaim kesahihan 
normatif. Klaim tentang kesahihan normatif dari norma-norma 
hukum ini berpijak pada teori proseduralistis, yaitu bahwa dasar 
legitimasi hukum itu mengikuti pola yang diatur oleh hukum itu 
sendiri.56 Kalau hukum harus dipatuhi, hukum itu juga harus 
diterima secara inter-subjektif oleh para targetnya. Kesahihan atau 
legitimitas yang berasal dari penerimaan intersubjektif tersebut 
memberinya daya ikat. 

Proses pembentukan hukum jelas hasil yang paling utama 
adalah terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang 
akan dijadikan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, 
sehingga untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah 
sangat mapan kandungan kelayakan substansial, sosial dan 
politiknya. Sebab, bila sebuah produk hukum tidak memiliki 
kemapanan yang cukup tersebut akan membelenggu dan merugikan 
masyarakat sebab di dalamnya banyak terjadi pertentangan 
(paradoks) yang sebenarnya tidak perlu. Hal ini berkaitan dengan 
sifat hukum itu sendiri yang pada dasarnya dapat dan harus 
dipaksakan dalam penerapannya (sifat hukum yang imperatif). 
Kemampuan konseptual tersebut penting agar dalam pemaksaan 
pada penerapannya itu tidak terjadi kerugian-kerugian bagi 
masyarakat, tapi justru dengan pemaksaan itu justru berdampak 
pada dinamika masyarakat yang lebih teratur dan tertib tanpa ada 
satu pihak merugikan pihak lain.  

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan 
memerlukan landasan sosiologis agar mendapat “legitimasi sosial” 
dari masyarakat. Dengan landasan sosiologis, maka akan dapat 
diukur potensi ketataatan masyarakat atas suatu peraturan 
perundang-undangan. Jangan sampai dibentuk suatu peraturan 
yang justru akan mendapatkan resistensi dari masyarakat itu sendiri. 

Menurut Syaukani dan Thohari57, bila hukum itu dibangun di 
atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah 

                                                           
56 F. Budi Hardiman: 2009, 65 
57 Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada. 2008, hlm. 25. 

masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat terhadap hukum 
itu akan sangat kuat. Hart58 mengemukakan eksistensi sebuah 
sistem hukum merupakan fenomena sosial yang selalu 
menghadirkan dua aspek, yang harus kita perhatikan agar 
tinjauan kita mengenainya menjadi realistis. Aspek-aspek itu 
mencakup sikap dan perilaku yang berwujud pengakuan atas 
peraturan-peraturan dan juga sikap dan prilaku yang lebih 
sederhana berupa sekadar kepatuhan atau penerimaan secara 
diam. Karena dengan pengakuan yang terwujud pada sikap dan 
perilaku berarti sebuah aturan hukum dapat diterima 
masyarakat dan telah mencapai bentuknya yang lengkap dalam 
aspek sosiologis, karena pada dasarnya menurut Gilissen dan 
Gorle59 sumber hukum primer adalah kebiasaan hukum 
masyarakat. 

Adapun secara sosiologis landasan perda ini dirumuskan 
sebagai berikut, bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan 
koperasi, usaha mikro dan usaha kecil dalam menghadapai 
persaingan usaha yang semakin kompetitif, maka Pemerintah 
Daerah perlu memberikan kemudahan, pelindungan dan 
pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di 
Kabupaten Pesawaran. 

 
C. Landasan Yuridis 

Pembentukan rancangan peraturan daerah tentang 
Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  ini 
untuk mengatasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan 
Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Guna 
menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, maka 
perlu dibentuk peraturan daerah tentang Perlindungan Koperasi 
dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.  

Landasan yuridis pembentukan Perda Perlindungan Koperasi 
dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada dasarnya adalah untuk 
melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 

                                                           
58 H.L.A. Hart. Konsep Hukum (The Concept Of Law). Bandung: Nusamedia, 2009, hlm. 311. 
59 John Gilissen dan Fritz Gorle. Historische Inleiding Tot Het Recht, atau Sejarah Hukum 

Terj. Freddy Tengker. Bandung:  PT Refika Aditama, 2007, hlm 23. 
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tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.   

Adapun secara umum pembentukan produk legislasi daerah 
tentang Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah ini juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan berikut ini: 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4866); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, 
Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.   

Adapun secara umum pembentukan produk legislasi daerah 
tentang Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah ini juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan berikut ini: 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4866); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, 
Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6619). 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 
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BAB V  

 
 
 

A. Jangkauan 
Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Koperasi dan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kegiatan yang sistematis, 
menyeluruh, dan berkesinambungan. Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah  menjangkau hal-hal pengaturan yang berkenaan dengan 
strategi Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah  di Kabupaten Pesawaran. Adapun secara rinci bab-bab 
dalam raperda ini akan mengatur hal-hal sebagai berikut: ketentuan 
umum; kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi; 
kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan usaha mikro dan 
usaha kecil; kemitraan; kemudahan dan insentif; penyediaan 
pembiayaan bagi usaha mikro dan usaha kecil; penyelenggaraan 
inkubasi; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup. 

 
B. Arah Pengaturan 

Arah pengaturan bentuk produk legislasi daerah ini disesuaikan 
dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 
Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan 
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
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BAB V  

 
 
 

A. Jangkauan 
Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Koperasi dan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kegiatan yang sistematis, 
menyeluruh, dan berkesinambungan. Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah  menjangkau hal-hal pengaturan yang berkenaan dengan 
strategi Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah  di Kabupaten Pesawaran. Adapun secara rinci bab-bab 
dalam raperda ini akan mengatur hal-hal sebagai berikut: ketentuan 
umum; kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi; 
kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan usaha mikro dan 
usaha kecil; kemitraan; kemudahan dan insentif; penyediaan 
pembiayaan bagi usaha mikro dan usaha kecil; penyelenggaraan 
inkubasi; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup. 

 
B. Arah Pengaturan 

Arah pengaturan bentuk produk legislasi daerah ini disesuaikan 
dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 
Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan 
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Berdasarkan ketentuan dalam kedua regulasi tersebut, Perlindungan 
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  menjadi tanggung 
jawab dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran sebagai 
upaya mengembangkan dan memberdayakan Koperasi dan UMKM. 
Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Koperasi dan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah  ini sendiri diharapkan dapat 
menggerakan sistem ekonomi rakyat, dan menjadikan Koperasi dan 
UMKM tumbuh dan kembang sebagai pilar dalam mendorong 
perekonomian daerah. 

 
C. Ruang Lingkup Materi Muatan 

Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan peraturan perundang-
undangan lain yang terkait, maka ruang lingkup Peraturan Daerah 
tentang Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah  mencakup: 

 
C.1 Ketentuan Umum 

Ketentuan umum berisi istilah yang akan digunakan dalam 
Rancangan Peraturan Daerah, hal ini dimaksudkan untuk membatasi 
konsep definisi agar tetap fokus pada Perlindungan Koperasi dan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah . Istilah tersebut adalah sebagai 
berikut: 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran. 
2. Pemerintah  Daerah  adalah  Pemerintah Kabupaten Pesawaran. 
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran. 
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang 

menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan 
tugas dan fungsinya. 

5. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah. 

6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang 
seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan 
kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai 
gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 
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7. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan 
beranggotakan orang seorang.  

8. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan 
beranggotakan koperasi. 

9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 
dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria 
Usaha Mikro. 

10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian 
baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah 
atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. 

11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 
langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau 
usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah. 

12. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan 
perkoperasian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh 
lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di 
bidang syariah. 

13. Kemitraan dengan Pola Rantai Pasok adalah kerja sama antar 
usaha baik mikro, kecil, menengah dan besar yang memiliki 
ketergantungan dalam aliran barang dan jasa yang mengubah 
bahan mentah menjadi produk dalam upaya yang efisien dan 
ekonomis mencakup berbagai proses dari produksi, 
pengembangan produk dan jasa, sistem informasi, serta 
pengemasan produk atau penghantaran jasa kepada konsumen. 

14. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada 
Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau 
kegiatannya. 

15. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan 
pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada 
peserta inkubasi (tenant). 
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7. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan 
beranggotakan orang seorang.  

8. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan 
beranggotakan koperasi. 

9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 
dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria 
Usaha Mikro. 

10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian 
baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah 
atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. 

11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 
langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau 
usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah. 

12. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan 
perkoperasian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh 
lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di 
bidang syariah. 

13. Kemitraan dengan Pola Rantai Pasok adalah kerja sama antar 
usaha baik mikro, kecil, menengah dan besar yang memiliki 
ketergantungan dalam aliran barang dan jasa yang mengubah 
bahan mentah menjadi produk dalam upaya yang efisien dan 
ekonomis mencakup berbagai proses dari produksi, 
pengembangan produk dan jasa, sistem informasi, serta 
pengemasan produk atau penghantaran jasa kepada konsumen. 

14. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada 
Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau 
kegiatannya. 

15. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan 
pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada 
peserta inkubasi (tenant). 

C.2 Materi Pengaturan 
 Beberapa definsi dan pengaturan terkait Perlindungan 

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai 
berikut. 

1) Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang 
seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan 
kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai 
gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 

2) Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan 
beranggotakan orang seorang.  

3) Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan 
beranggotakan koperasi. 

4) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 
dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria 
Usaha Mikro. 

5) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian 
baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah 
atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. 

6) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 
langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau 
usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah. 

7) Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan 
perkoperasian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh 
lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di 
bidang syariah. 

8) Kemitraan dengan Pola Rantai Pasok adalah kerja sama antar 
usaha baik mikro, kecil, menengah dan besar yang memiliki 
ketergantungan dalam aliran barang dan jasa yang mengubah 
bahan mentah menjadi produk dalam upaya yang efisien dan 
ekonomis mencakup berbagai proses dari produksi, 
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pengembangan produk dan jasa, sistem informasi, serta 
pengemasan produk atau penghantaran jasa kepada konsumen. 

9) Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada 
Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau 
kegiatannya. 

10) Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan 
pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada 
peserta inkubasi (tenant). 

 
Pasal 2 

(1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan bagi Koperasi 
dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

(2) Perlindungan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan 
pemberdayaan melalui: 

a. pembinaan; dan 
b. pemberian fasilitas. 

 
BAB II 

KOPERASI 
 

Bagian Kesatu 
Kemudahan Penyelenggaraan Koperasi 

 
Paragraf 1 

Pembentukan Koperasi 
 

Pasal 3 
(1) Koperasi primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) 

orang. 
(2) Koperasi sekunder dibentuk paling sedikit oleh 3 (tiga) 

Koperasi. 
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pengembangan produk dan jasa, sistem informasi, serta 
pengemasan produk atau penghantaran jasa kepada konsumen. 

9) Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada 
Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau 
kegiatannya. 

10) Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan 
pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada 
peserta inkubasi (tenant). 

 
Pasal 2 

(1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan bagi Koperasi 
dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

(2) Perlindungan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan 
pemberdayaan melalui: 

a. pembinaan; dan 
b. pemberian fasilitas. 

 
BAB II 

KOPERASI 
 

Bagian Kesatu 
Kemudahan Penyelenggaraan Koperasi 

 
Paragraf 1 

Pembentukan Koperasi 
 

Pasal 3 
(1) Koperasi primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) 

orang. 
(2) Koperasi sekunder dibentuk paling sedikit oleh 3 (tiga) 

Koperasi. 
 
 
 

Pasal 4 
Pembentukan Koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang 

memuat anggaran dasar. 
 

Pasal 5 
(1) Dalam pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 diawali dengan rapat pembentukan Koperasi yang 
dihadiri oleh pendiri. 

(2) Rapat pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring. 

(3) Hasil rapat pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dinyatakan dengan notulen atau berita acara yang 
ditandatangani oleh pimpinan rapat, dalam bentuk paraf atau 
tanda tangan dengan tinta basah atau elektronik. 

 
Pasal 6 

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendampingan bagi 
kelompok masyarakat yang akan membentuk Koperasi. 

 
Paragraf 2 

Rapat Anggota 
 

Pasal 7 
(1) Rapat anggota dapat dilaksanakan secara daring dan/atau 

luring. 
(2) Hasil pelaksanaan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) wajib disampaikan kepada Dinas melalui sistem 
pelaporan secara elektronik. 

(3) Dalam hal pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota tidak 
dapat dilakukan melalui sistem pelaporan secara elektronik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil pelaksanaan rapat 
anggota disampaikan secara manual. 

(4) Dinas memfasilitasi kemudahan pelaporan hasil pelaksanaan 
rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
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Paragraf 3 
Pelaporan 

 
Pasal 8 

(1) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam 
serta usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib 
menyampaikan laporan kepada Dinas secara periodik dan 
sewaktu- waktu. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
melalui sistem pelaporan secara elektronik. 

(3) Dalam hal sistem pelaporan secara elektronik belum terbentuk, 
Koperasi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) secara manual. 

 
Bagian Kedua 

Usaha Koperasi 
 

Paragraf 1 
Umum 

 
Pasal 9 

(1) Usaha Koperasi merupakan usaha yang: 
a. berkaitan langsung dengan kepentingan anggota; dan 
b. meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. 

(2) Usaha Koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan 
anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan 
dengan memperhatikan paling sedikit: 

a. kebutuhan anggota dan kapasitas Koperasi; 
b. pengutamaan pemenuhan pelayanan terbaik kepada 

anggota untuk mendorong peningkatan loyalitas anggota; 
c. praktik tata kelola usaha yang baik untuk membangun 

profesionalisme dan kepercayaan anggota; 
d. kerja sama antar-Koperasi; dan 
e. kerja sama Koperasi dan/atau antar-Koperasi dengan 

badan usaha lain. 
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Paragraf 3 
Pelaporan 

 
Pasal 8 

(1) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam 
serta usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib 
menyampaikan laporan kepada Dinas secara periodik dan 
sewaktu- waktu. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
melalui sistem pelaporan secara elektronik. 

(3) Dalam hal sistem pelaporan secara elektronik belum terbentuk, 
Koperasi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) secara manual. 

 
Bagian Kedua 

Usaha Koperasi 
 

Paragraf 1 
Umum 

 
Pasal 9 

(1) Usaha Koperasi merupakan usaha yang: 
a. berkaitan langsung dengan kepentingan anggota; dan 
b. meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. 

(2) Usaha Koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan 
anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan 
dengan memperhatikan paling sedikit: 

a. kebutuhan anggota dan kapasitas Koperasi; 
b. pengutamaan pemenuhan pelayanan terbaik kepada 

anggota untuk mendorong peningkatan loyalitas anggota; 
c. praktik tata kelola usaha yang baik untuk membangun 

profesionalisme dan kepercayaan anggota; 
d. kerja sama antar-Koperasi; dan 
e. kerja sama Koperasi dan/atau antar-Koperasi dengan 

badan usaha lain. 

(3) Usaha Koperasi untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan 
anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan 
dengan memperhatikan paling sedikit: 

a. Manfaat langsung dan tidak langsung yang 
dirasakan/diterima oleh anggota dan/atau masyarakat 
yang memanfaatkan pelayanan/bisnis dengan Koperasi; 

b. kerjasama antar-Koperasi; dan 
c. kemitraan dengan badan usaha lain. 

 

Pasal 10 
(1) Kegiatan usaha Koperasi dapat dilaksanakan secara: 

a. tunggal usaha; atau 
b. serba usaha. 

(2) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara tunggal 
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan 
Koperasi yang diselenggarakan pada 1 (satu) bidang atau sektor 
usaha tertentu. 

(3) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara serba usaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan 
Koperasi yang diselenggarakan dengan beberapa kegiatan usaha 
pada 1 (satu) atau lebih bidang atau sektor usaha tertentu. 

(4) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b harus memiliki bidang usaha inti. 

(5) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diselenggarakan berdasarkan paling sedikit: 

a. kesamaan usaha; 
b. potensi; dan 
c. kebutuhan anggota. 

(6) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat memiliki dan/atau memanfaatkan platform teknologi 
digital untuk mendorong akselerasi dan integrasi serta daya 
saing. 
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Pasal 11 
(1) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota 
Koperasi dalam rangka menarik minat masyarakat menjadi 
anggota Koperasi. 

(2) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) tidak berlaku untuk Koperasi simpan pinjam dan unit 
usaha simpan pinjam Koperasi. 

(3) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dihitung oleh pengurus Koperasi secara periodik atau 
pada saat transaksi kegiatan usaha langsung. 

(4) Pelayanan kepada masyarakat yang bukan anggota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai transaksi bisnis. 

(5) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada 
prinsip Koperasi: 

a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; 
b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis; 
c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding 

dengan besarnya jasa usaha masing- masing anggota; 
d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; 
e. kemandirian; 
f. pendidikan perkoperasian; dan 
g. kerja sama antar-Koperasi. 

 
Paragraf 2 

Usaha Koperasi yang Melaksanakan Prinsip Syariah 
 

Pasal 12 
(1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan 

Prinsip Syariah. 
(2) Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip 

Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
mencantumkan kata "Syariah" dalam penamaan Koperasi. 
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Pasal 11 
(1) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota 
Koperasi dalam rangka menarik minat masyarakat menjadi 
anggota Koperasi. 

(2) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) tidak berlaku untuk Koperasi simpan pinjam dan unit 
usaha simpan pinjam Koperasi. 

(3) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dihitung oleh pengurus Koperasi secara periodik atau 
pada saat transaksi kegiatan usaha langsung. 

(4) Pelayanan kepada masyarakat yang bukan anggota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai transaksi bisnis. 

(5) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada 
prinsip Koperasi: 

a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; 
b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis; 
c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding 

dengan besarnya jasa usaha masing- masing anggota; 
d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; 
e. kemandirian; 
f. pendidikan perkoperasian; dan 
g. kerja sama antar-Koperasi. 

 
Paragraf 2 

Usaha Koperasi yang Melaksanakan Prinsip Syariah 
 

Pasal 12 
(1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan 

Prinsip Syariah. 
(2) Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip 

Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
mencantumkan kata "Syariah" dalam penamaan Koperasi. 

(3) Usaha Koperasi berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh Koperasi 
syariah. 

(4) Usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib dituangkan dalam 
anggaran dasar Koperasi. 

(5) Koperasi syariah didirikan, dikelola, dan menjalankan kegiatan 
usaha berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan fatwa syariah 
yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. 

(6) Koperasi syariah harus melaksanakan kegiatan usaha yang tidak 
bertentangan dengan Prinsip Syariah. 

 
Pasal 13 

(1) Koperasi syariah melaksanakan kegiatan usaha syariah 
berdasarkan paling sedikit: 

a. kesamaan usaha; 
b. potensi; dan/atau 
c. kebutuhan anggota dan masyarakat di bidang industri, 

perdagangan, jasa, serta bidang usaha lain. 
(2) Usaha Koperasi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan akad pinjam- meminjam, bagi hasil, sewa-
menyewa, jual beli, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan 
Prinsip Syariah. 

(3) Koperasi syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk 
baitul maal untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan 
masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
Pasal 14 

(1) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat 
dilaksanakan oleh: 

a. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah; atau 
b. unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada Koperasi 

syariah. 
(2) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi 

syariah dilaksanakan dengan kegiatan sesuai dengan Prinsip 
Syariah, meliputi: 
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a. menghimpun dana dari anggota, Koperasi lain, dan 
anggotanya dalam bentuk tabungan dengan akad titipan, 
simpanan berjangka dengan akad bagi hasil, dan/atau 
bentuk lain; 

b. menyalurkan dana kepada anggota, Koperasi lain dan 
anggotanya, dalam bentuk pinjaman dengan akad pinjam-
meminjam; dan 

c. menyalurkan dana kepada anggota, Koperasi lain dan 
anggotanya, dalam bentuk pembiayaan dengan akad 
pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, 
dan/atau bentuk lain. 

(3) Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam dan 
pembiayaan syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam 
bentuk baitul maal untuk pemberdayaan sosial ekonomi 
anggota dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan 
pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
melaksanakan kegiatan usaha secara elektronik. 

 
Pasal 15 

Koperasi syariah yang menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul 
maal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) atau Koperasi 
yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah 
yang menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), melaporkan 
pelaksanaan fungsi sosial kepada Kementerian dan/atau 
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang agama, Badan Amil Zakat Nasional, dan Badan Wakaf 
Indonesia. 
 

Pasal 16 
(1) Koperasi syariah wajib mempunyai dewan pengawas syariah. 
(2) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertugas paling sedikit memberikan nasihat dan saran kepada 
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a. menghimpun dana dari anggota, Koperasi lain, dan 
anggotanya dalam bentuk tabungan dengan akad titipan, 
simpanan berjangka dengan akad bagi hasil, dan/atau 
bentuk lain; 

b. menyalurkan dana kepada anggota, Koperasi lain dan 
anggotanya, dalam bentuk pinjaman dengan akad pinjam-
meminjam; dan 

c. menyalurkan dana kepada anggota, Koperasi lain dan 
anggotanya, dalam bentuk pembiayaan dengan akad 
pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, 
dan/atau bentuk lain. 

(3) Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam dan 
pembiayaan syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam 
bentuk baitul maal untuk pemberdayaan sosial ekonomi 
anggota dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan 
pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
melaksanakan kegiatan usaha secara elektronik. 

 
Pasal 15 

Koperasi syariah yang menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul 
maal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) atau Koperasi 
yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah 
yang menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), melaporkan 
pelaksanaan fungsi sosial kepada Kementerian dan/atau 
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang agama, Badan Amil Zakat Nasional, dan Badan Wakaf 
Indonesia. 
 

Pasal 16 
(1) Koperasi syariah wajib mempunyai dewan pengawas syariah. 
(2) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertugas paling sedikit memberikan nasihat dan saran kepada 

pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai 
dengan Prinsip Syariah. 

(3) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus memiliki pengetahuan mengenai Prinsip Syariah. 

 
Pasal 17 

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang agama melakukan pembinaan dan 
pengembangan kapasitas dewan pengawas syariah pada 
Koperasi syariah. 

(2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui pelatihan dan/atau 
bimbingan teknis. 

 
Bagian Ketiga 

Pelindungan Koperasi 
 

Pasal 18 
Dalam rangka pemberian pelindungan kepada Koperasi, Pemerintah 
Daerah: 
a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh 

diusahakan Koperasi; dan 
b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang 

telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan 
oleh badan usaha lainnya. 

 
Pasal 19 

Selain pelindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha 
Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui: 
a. restrukturisasi kredit; 
b. rekonstruksi usaha; 
c. bantuan modal; dan/atau 
d. bantuan bentuk lain. 
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Bagian Keempat 
Pemberdayaan Koperasi 

 
Pasal 20 

(1) Dalam melakukan pemberdayaan Koperasi melalui 
menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Daerah menetapkan 
kebijakan dalam aspek paling sedikit: 

a. kelembagaan; 
b. produksi; 
c. pemasaran; 
d. keuangan; dan 
e. inovasi dan teknologi. 

(2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a meningkatkan paling sedikit: 

a. kualitas partisipasi anggota Koperasi; 
b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, 

pengawas, dan pengelola; 
c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan 
d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha 

Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi. 
(3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b paling sedikit: 
a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta 

kemampuan manajemen bagi Koperasi; 
b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan 

prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan 
penolong, dan kemasan bagi Koperasi; 

c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses 
produksi dan pengolahan; dan 

d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan 
perekayasaan bagi produk anggota Koperasi. 
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Bagian Keempat 
Pemberdayaan Koperasi 

 
Pasal 20 

(1) Dalam melakukan pemberdayaan Koperasi melalui 
menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Daerah menetapkan 
kebijakan dalam aspek paling sedikit: 

a. kelembagaan; 
b. produksi; 
c. pemasaran; 
d. keuangan; dan 
e. inovasi dan teknologi. 

(2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a meningkatkan paling sedikit: 

a. kualitas partisipasi anggota Koperasi; 
b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, 

pengawas, dan pengelola; 
c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan 
d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha 

Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi. 
(3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b paling sedikit: 
a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta 

kemampuan manajemen bagi Koperasi; 
b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan 

prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan 
penolong, dan kemasan bagi Koperasi; 

c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses 
produksi dan pengolahan; dan 

d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan 
perekayasaan bagi produk anggota Koperasi. 

 
 
 
 
 

(4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c paling sedikit: 

a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi; 
b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk 

pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan 
pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota; 

c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama 
yang saling menguntungkan antar- Koperasi dan antara 
Koperasi dengan pihak lain; 

d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan 
merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik 
dan pasar mancanegara; dan 

e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki 
potensi sebagai waralaba. 

(5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d paling sedikit: 

a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui 
pemupukan modal yang berasal dari: 

1. hibah; 
2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau 
3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan. 
b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber 

pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan 
tenggat waktu tertentu yang berasal dari: 

1. anggota; 
2. non-anggota; 
3. Koperasi lain; 
4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau 
5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan. 
(6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit: 
a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha 

Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital; 
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b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi 
untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing 
Koperasi; 

c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain 
dan pengendalian mutu; 

d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi; 
e. memberikan insentif kepada Koperasi yang 

mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan 
f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi. 

 
Pasal 21 

(1) Program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 20 
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terpadu. 

(2) Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan dan 
menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, 
pelindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi. 

(3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
bersumber dari: 

a. anggaran pendapatan dan belanja negara; 
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan 
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan. 
 

Bagian Kelima 
Kebijakan Pengembangan Koperasi di Sektor Tertentu 

 
Pasal 22 

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan bagi Koperasi yang 
melakukan kegiatan usaha tertentu di sektor: 

a. perikanan; 
b. perdagangan; dan 
c. pertanian. 
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b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi 
untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing 
Koperasi; 

c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain 
dan pengendalian mutu; 

d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi; 
e. memberikan insentif kepada Koperasi yang 

mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan 
f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi. 

 
Pasal 21 

(1) Program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 20 
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terpadu. 

(2) Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan dan 
menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, 
pelindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi. 

(3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
bersumber dari: 

a. anggaran pendapatan dan belanja negara; 
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan 
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan. 
 

Bagian Kelima 
Kebijakan Pengembangan Koperasi di Sektor Tertentu 

 
Pasal 22 

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan bagi Koperasi yang 
melakukan kegiatan usaha tertentu di sektor: 

a. perikanan; 
b. perdagangan; dan 
c. pertanian. 

 
 
 

Pasal 23 
(1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor perikanan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi: 
a. kerja sama penyelenggaraan tempat pelelangan ikan; dan 
b. pembinaan oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Dalam penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, Pemerintah 
Daerah melakukan kerja sama daerah dengan Koperasi. 

(3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi 
persyaratan: 

a. melakukan kegiatan usaha di sektor perikanan; 
b. Koperasi dinyatakan sehat dan mampu menyelenggarakan 

pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan; dan 
c. telah lolos seleksi dan kurasi oleh Dinas. 

 
Pasal 24 

(1) Dalam hal belum terdapat Koperasi di sektor perikanan yang 
dinyatakan sehat dan mampu menyelenggarakan pelelangan 
ikan di tempat pelelangan ikan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah dapat melakukan 
kerja sama dengan pihak lain. 

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
mengikutsertakan Koperasi dalam kegiatan penyelenggaraan 
pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan dengan 
memperhatikan konsep kemitraan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
 

Pasal 25 
(1) Pemerintah Daerah wajib membina Koperasi di sektor kelautan 

dan perikanan bagi: 
a. Koperasi yang belum mampu berperan serta dalam 

penyelenggaraan pelelangan ikan; dan 
b. Koperasi yang telah bekerjasama sebagai penyelenggara 

pelelangan ikan. 
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(2) Pembinaan Koperasi di sektor perikanan oleh Pemerintah 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling 
sedikit melalui: 

a. penguatan kelembagaan; 
b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui 

pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; 
c. pendampingan; 
d. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah 

melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang, 
atau pembiayaan lain; 

e. kemudahan Perizinan Berusaha; 
f. penerapan teknologi produksi tepat guna; 
g. penyediaan pasokan bahan baku; dan/atau 
h. penyediaan sarana produksi 

 
Pasal 26 

(1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor perdagangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi: 

a. kerja sama bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di 
sektor perdagangan; dan 

b. pembinaan Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di 
sektor perdagangan. 

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dilakukan dengan memberikan kesempatan berusaha bagi 
Koperasi melalui pola kemitraan dengan memperhatikan sistem 
pembinaan terpadu dan basis data tunggal sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dinas dan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
daerah di bidang perdagangan melakukan pembinaan Koperasi 
di sektor perdagangan paling sedikit: 

a. penguatan kelembagaan; 
b. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia; 
c. kemudahan akses permodalan; dan 
d. pengembangan usaha. 
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(2) Pembinaan Koperasi di sektor perikanan oleh Pemerintah 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling 
sedikit melalui: 

a. penguatan kelembagaan; 
b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui 

pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; 
c. pendampingan; 
d. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah 

melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang, 
atau pembiayaan lain; 

e. kemudahan Perizinan Berusaha; 
f. penerapan teknologi produksi tepat guna; 
g. penyediaan pasokan bahan baku; dan/atau 
h. penyediaan sarana produksi 

 
Pasal 26 

(1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor perdagangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi: 

a. kerja sama bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di 
sektor perdagangan; dan 

b. pembinaan Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di 
sektor perdagangan. 

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dilakukan dengan memberikan kesempatan berusaha bagi 
Koperasi melalui pola kemitraan dengan memperhatikan sistem 
pembinaan terpadu dan basis data tunggal sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dinas dan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
daerah di bidang perdagangan melakukan pembinaan Koperasi 
di sektor perdagangan paling sedikit: 

a. penguatan kelembagaan; 
b. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia; 
c. kemudahan akses permodalan; dan 
d. pengembangan usaha. 

 
 

Pasal 27 
(1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor pertanian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, berupa: 
a. pemberian kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui 

pengembangan bisnis korporasi petani model Koperasi; dan 
b. peningkatan nilai tambah ekonomi. 

(2) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada Koperasi 
yang melakukan kegiatan usaha di sektor pertanian. 

(3) Bupati melakukan pembinaan terhadap Koperasi di sektor 
pertanian. 

(4) Korporasi petani model Koperasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a memperhatikan aspek: 

a. pemberdayaan petani; 
b. kelembagaan usaha; 
c. bisnis proses; 
d. keberlangsungan; 
e. peningkatan nilai tambah ekonomi; 
f. daya saing komoditas pertanian; dan 
g. kelestarian lingkungan, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(5) Pengembangan korporasi petani model Koperasi dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah melalui: 
a. penguatan kelembagaan; 
b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui 

pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; 
c. pendampingan; 
d. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah 

melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang, 
atau pembiayaan lain; 

e. kemudahan Perizinan Berusaha; 
f. penerapan teknologi produksi tepat guna; 
g. penyediaan pasokan bahan baku; dan/atau 
h. penyediaan sarana produksi. 
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(6) Pengembangan bisnis korporasi petani model Koperasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dimotivasi 
melalui pola kemitraan dengan badan hukum lain untuk 
pemberdayaan petani. 

 
BAB III 

USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL 
 

Bagian Kesatu 
Kemudahan Usaha Mikro dan Usaha Kecil 

 
Paragraf 1 

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
 

Pasal 28 
(1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan 

kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. 
(2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha. 
(3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

terdiri atas: 
a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling 

banyak RP1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak 
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 

b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari 
RP1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan 
paling banyak Rp5.000.000.000.00, (lima miliar rupiah) 
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan 

c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan 
paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

(4) Untuk pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil 
penjualan tahunan. 
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(6) Pengembangan bisnis korporasi petani model Koperasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dimotivasi 
melalui pola kemitraan dengan badan hukum lain untuk 
pemberdayaan petani. 

 
BAB III 

USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL 
 

Bagian Kesatu 
Kemudahan Usaha Mikro dan Usaha Kecil 

 
Paragraf 1 

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
 

Pasal 28 
(1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan 

kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. 
(2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha. 
(3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

terdiri atas: 
a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling 

banyak RP1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak 
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 

b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari 
RP1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan 
paling banyak Rp5.000.000.000.00, (lima miliar rupiah) 
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan 

c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan 
paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

(4) Untuk pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil 
penjualan tahunan. 

(5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) terdiri atas: 

a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai 
dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar 
rupiah); 

b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan 
paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar 
rupiah); dan 

c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih 
dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai 
dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh 
miliar rupiah). 

(6) Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha 
sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pemberian 
kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan diberikan kepada 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memenuhi kriteria 
hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 

 
Paragraf 2 

Perizinan Usaha Berbasis Risiko 
 

Pasal 29 
(1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan kegiatan 

usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha. 
(2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam 
bentuk: 

a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah; 
b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk 

kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah 
tinggi; dan 

c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko 
tinggi. 
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(3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan 
Usaha Kecil termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat 
risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki 
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku 
usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/atau 
standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(4) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui 
sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik. 

 
Pasal 30 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran 
bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk kemudahan Perizinan 
Berusaha. 

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1),  Pemerintah Daerah melakukan: 

a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil 
berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; 
dan 

b. pendaftaran pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui 
sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik 
untuk mendapatkan nomor induk berusaha. 

 
Pasal 31 

Dalam hal pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dapat 
mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Dinas, perangkat di 
tingkat kecamatan, dan/atau kantor desa memfasilitasi pendaftaran 
Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik 
wilayah. 
 

Pasal 32 
(1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha 

Mikro dan Usaha Kecil yang telah mendapatkan nomor induk 
berusaha. 
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(3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan 
Usaha Kecil termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat 
risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki 
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku 
usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/atau 
standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(4) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui 
sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik. 

 
Pasal 30 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran 
bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk kemudahan Perizinan 
Berusaha. 

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1),  Pemerintah Daerah melakukan: 

a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil 
berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; 
dan 

b. pendaftaran pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui 
sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik 
untuk mendapatkan nomor induk berusaha. 

 
Pasal 31 

Dalam hal pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dapat 
mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Dinas, perangkat di 
tingkat kecamatan, dan/atau kantor desa memfasilitasi pendaftaran 
Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik 
wilayah. 
 

Pasal 32 
(1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha 

Mikro dan Usaha Kecil yang telah mendapatkan nomor induk 
berusaha. 

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan untuk: 

a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar 
nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi 
Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang baru mendapatkan 
nomor induk berusaha; dan/atau 

b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar 
dan/atau izin. 

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, 
konsultasi, dan/atau pelatihan. 

 
Pasal 33 

Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang baru mendirikan usaha dapat 
langsung mengajukan permohonan nomor induk berusaha, sertifikat 
standar, dan/atau izin melalui sistem Perizinan Berusaha yang 
terintegrasi secara elektronik. 
 

Paragraf 3 
Perizinan Tunggal dan Fasilitasi Sertifikasi Standar dan/atau Izin 

 
Pasal 34 

(1) Perizinan tunggal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dilakukan 
melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara 
elektronik. 

(2) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
Perizinan Berusaha, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi 
jaminan produk halal. 

(3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan 
Usaha Kecil memiliki risiko rendah diberikan nomor induk 
berusaha yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal. 
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Pasal 35 
Nomor induk berusaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang 
memiliki risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 
(3), berlaku sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan 
kegiatan berusaha. 
 

Pasal 36 
Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pemenuhan perizinan 
tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro dan 
Usaha Kecil 

 
Paragraf 4 

Informasi Perizinan Berusaha 
 

Pasal 37 
Pemerintah Daerah menyampaikan informasi terkait Perizinan 
Berusaha kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui sarana 
media publikasi daring atau elektronik mengenai: 
a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon; 
b. tata cara mengajukan permohonan izin usaha; dan 
c. pembebasan biaya perizinan. 
 

Bagian Kedua 
Pelindungan Usaha Mikro dan Usaha Kecil 

 
Paragraf 1 

Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Usaha 
Mikro dan Usaha Kecil 

 
Pasal 38 

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan 
pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha 
Kecil. 

(2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku 
Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak dipungut biaya. 
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Pasal 35 
Nomor induk berusaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang 
memiliki risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 
(3), berlaku sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan 
kegiatan berusaha. 
 

Pasal 36 
Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pemenuhan perizinan 
tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro dan 
Usaha Kecil 

 
Paragraf 4 

Informasi Perizinan Berusaha 
 

Pasal 37 
Pemerintah Daerah menyampaikan informasi terkait Perizinan 
Berusaha kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui sarana 
media publikasi daring atau elektronik mengenai: 
a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon; 
b. tata cara mengajukan permohonan izin usaha; dan 
c. pembebasan biaya perizinan. 
 

Bagian Kedua 
Pelindungan Usaha Mikro dan Usaha Kecil 

 
Paragraf 1 

Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Usaha 
Mikro dan Usaha Kecil 

 
Pasal 38 

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan 
pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha 
Kecil. 

(2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku 
Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak dipungut biaya. 

(3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. penyuluhan hukum; 
b. konsultasi hukum; 
c. mediasi; 
d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau 
e. pendampingan di luar pengadilan. 

 
Pasal 39 

Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Usaha Mikro dan Usaha Kecil 
harus memenuhi persyaratan: 

a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah 
Daerah; 

b. memiliki nomor induk berusaha; dan 
c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara. 

 
Pasal 40 

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan 
kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang meminta layanan, 
bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain. 

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat; 
b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau 
c. perguruan tinggi. 

(3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan 
pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a. konsultasi hukum; 
b. mediasi; 
c. penyusunan dokumen hukum; 
d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau 
e. pendampingan di pengadilan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan besaran bantuan 
pembiayaan layanan bantuan dan pendampingan hukum diatur 
dalam Peraturan Bupati. 
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Pasal 41 
Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum 

kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah Daerah paling 
sedikit: 

a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh 
pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil; 

b. membuka informasi kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha 
Kecil mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan 
dan pendampingan hukum; 

c. meningkatkan literasi hukum; 
d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dari 

kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan 
e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi 

dan/atau organisasi profesi hukum. 
 

Paragraf 2 
Pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil 

 
Pasal 42 

(1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah 
dapat mengupayakan pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil 
meliputi: 

a. restrukturisasi kredit; 
b. rekonstruksi usaha; 
c. bantuan permodalan; dan/atau 
d. bantuan bentuk lain. 

(2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diprioritaskan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang 
terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat. 

 
Pasal 43 

Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan perlindungąn dan 
pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro dan 
Usaha Kecil di pasar domestik. 
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Pasal 41 
Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum 

kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah Daerah paling 
sedikit: 

a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh 
pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil; 

b. membuka informasi kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha 
Kecil mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan 
dan pendampingan hukum; 

c. meningkatkan literasi hukum; 
d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dari 

kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan 
e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi 

dan/atau organisasi profesi hukum. 
 

Paragraf 2 
Pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil 

 
Pasal 42 

(1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah 
dapat mengupayakan pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil 
meliputi: 

a. restrukturisasi kredit; 
b. rekonstruksi usaha; 
c. bantuan permodalan; dan/atau 
d. bantuan bentuk lain. 

(2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diprioritaskan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang 
terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat. 

 
Pasal 43 

Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan perlindungąn dan 
pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro dan 
Usaha Kecil di pasar domestik. 

 
 

Bagian Ketiga 
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

 
Paragraf 1 

Basis Data Tunggal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
 

Pasal 44 
(1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan, pengumpulan 

dan/atau pengelolaan data sesuai dengan standar data dan 
memenuhi kaidah interoperabilitas. 

(2) Pendataan, pengumpulan, dan/atau pengelolaan data Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah dapat melibatkan dunia usaha, 
perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pemangku 
kepentingan terkait lainnya. 

 
Pasal 45 

(1) Dalam memberikan afirmasi kepada Koperasi dan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah, Pemerintah Daerah harus mengacu 
kepada basis data tunggal. 

(2) Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dipublikasikan dalam 
sistem informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
 

Paragraf 2 
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro dan 
Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik 
 

Pasal 46 
(1) Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, dan/atau badan 

usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan 
pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling sedikit 30% 
(tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat 
perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada 
infrastruktur publik. 
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(2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

a. terminal; 
b. pelabuhan; 
c. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan 
d. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Daerah. 
(3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro 

dan Usaha Kecil dilakukan dengan memperhatikan aspek 
keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam 
pelayanan infrastruktur publik. 

(4) Tempat istirahat dan pelayanan jalan tol sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf e, selain diperuntukkan bagi Usaha Mikro 
dan Usaha Kecil juga diperuntukkan bagi Usaha Menengah. 

 
Pasal 47 

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk 
insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi 
dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sesuai dengan 
alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1). 

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
subsidi, keringanan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan. 
dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan. 

 
Pasal 48 

(1) Alokasi besaran penyediaan tempat promosi dan 
pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) wajib tertuang dalam kontrak 
kerja sama antara penyelenggara infrastruktur publik dengan 
pengelola infrastruktur publik. 

(2) Ketentuan kewajiban menuangkan alokasi besaran dalam 
kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
juga untuk penyediaan tempat promosi dan pengembangan 
usaha bagi Usaha Menengah dalam penyelenggaraan 
infrastruktur publik di tempat istirahat dan pelayanan jalan tol. 
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(2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

a. terminal; 
b. pelabuhan; 
c. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan 
d. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Daerah. 
(3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro 

dan Usaha Kecil dilakukan dengan memperhatikan aspek 
keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam 
pelayanan infrastruktur publik. 

(4) Tempat istirahat dan pelayanan jalan tol sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf e, selain diperuntukkan bagi Usaha Mikro 
dan Usaha Kecil juga diperuntukkan bagi Usaha Menengah. 

 
Pasal 47 

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk 
insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi 
dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sesuai dengan 
alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1). 

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
subsidi, keringanan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan. 
dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan. 

 
Pasal 48 

(1) Alokasi besaran penyediaan tempat promosi dan 
pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) wajib tertuang dalam kontrak 
kerja sama antara penyelenggara infrastruktur publik dengan 
pengelola infrastruktur publik. 

(2) Ketentuan kewajiban menuangkan alokasi besaran dalam 
kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
juga untuk penyediaan tempat promosi dan pengembangan 
usaha bagi Usaha Menengah dalam penyelenggaraan 
infrastruktur publik di tempat istirahat dan pelayanan jalan tol. 

(3) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) paling sedikit memuat: 

a. identitas para pihak; 
b. hak dan kewajiban para pihak; 
c. sanksi; dan 
d. penyelesaian sengketa. 

(4) Ketentuan pemenuhan alokasi 30% (tiga puluh persen) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) berlaku untuk 
penyelenggaraan infrastruktur publik yang: 

a. telah melakukan penandatanganan kontrak pengusahaan 
infrastruktur publik namun belum melakukan proses 
pembangunan; atau 

b. sedang dalam proses pembangunan. 
 

Pasal 49 
(1) Penyediaan tempat promosi untuk Usaha Mikro dan Usaha 

Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) paling 
sedikit berupa: 

a. media luar ruang; dan 
b. ruang pameran. 

(2) Penyediaan tempat pengembangan usaha untuk Usaha Mikro 
dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) 
paling sedikit berupa: 

a. tempat berjualan; 
b. tempat bekerja atau akomodasi; dan 
c. pergudangan. 

(3) Tempat promosi dan pengembangan usaha untuk Usaha Mikro 
dan Usaha Kecil berada di lokasi strategis pada infrastruktur 
publik. 

(4) Penyediaan tempat promosi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) 
berlaku pula bagi Usaha Menengah pada tempat istirahat dan 
pelayanan jalan tol. 
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Pasal 50 
(1) Pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro 

dan Usaha Kecil pada infrastruktur publik dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, atau badan 
usaha swasta sebagai penyelenggara infrastruktur publik. 

(2) Dalam melakukan pengelolaan tempat promosi dan 
pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), penyelenggara infrastruktur publik 
dapat menyerahkan pengelolaan dan pengembangannya kepada 
Koperasi. 

(3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan 
prioritas sebagai pengelola tempat promosi dan pengembangan 
Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada infrastruktur publik. 

(4) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hak 
pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro 
dan Usaha Kecil setelah dilakukan seleksi oleh Dinas. 

 
Pasal 51 

(1) Penyelenggara infrastruktur publik yang mengelola tempat 
promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil 
harus: 

a. melaksanakan rekomendasi Dinas terkait pengelolaan 
tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan 
Usaha Kecil; 

b. mendaftarkan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang 
mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan 
usaha pada sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara 
elektronik; 

c. melakukan seleksi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan kurasi 
produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang akan melakukan 
usaha di lokasi infrastruktur publik; 

d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi Usaha 
Mikro dan Usaha Kecil untuk mengembangkan usaha; dan 

e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha 
Mikro dan Usaha Kecil secara profesional dan akuntabel. 
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Pasal 50 
(1) Pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro 

dan Usaha Kecil pada infrastruktur publik dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, atau badan 
usaha swasta sebagai penyelenggara infrastruktur publik. 

(2) Dalam melakukan pengelolaan tempat promosi dan 
pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), penyelenggara infrastruktur publik 
dapat menyerahkan pengelolaan dan pengembangannya kepada 
Koperasi. 

(3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan 
prioritas sebagai pengelola tempat promosi dan pengembangan 
Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada infrastruktur publik. 

(4) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hak 
pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro 
dan Usaha Kecil setelah dilakukan seleksi oleh Dinas. 

 
Pasal 51 

(1) Penyelenggara infrastruktur publik yang mengelola tempat 
promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil 
harus: 

a. melaksanakan rekomendasi Dinas terkait pengelolaan 
tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan 
Usaha Kecil; 

b. mendaftarkan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang 
mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan 
usaha pada sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara 
elektronik; 

c. melakukan seleksi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan kurasi 
produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang akan melakukan 
usaha di lokasi infrastruktur publik; 

d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi Usaha 
Mikro dan Usaha Kecil untuk mengembangkan usaha; dan 

e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha 
Mikro dan Usaha Kecil secara profesional dan akuntabel. 

(2) Koperasi yang mendapatkan hak pengelolaan tempat promosi 
dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil harus: 

a. mengutamakan memberikan tempat promosi dan 
pengembangan usaha kepada anggota Koperasi; 

b. melakukan seleksi kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan 
kurasi produk terhadap Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang 
akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik; 

c. mendaftarkan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang 
mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan 
usaha pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara 
elektronik; 

d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pengembangan 
usaha bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang melakukan 
usaha di lokasi infrastruktur publik; dan 

e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha 
Mikro dan Usaha Kecil secara profesional dan akuntabel. 

 
Pasal 52 

Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 
pelaksanaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan 
Usaha Kecil oleh penyelenggara infrastruktur publik sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan 
infrastruktur publik. 
 

Pasal 53 
Penyelenggara infrastruktur publik menetapkan biaya sewa tempat 
promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling 
banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial. 
 

Paragraf 3 
Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil 

 
Pasal 54 

(1) Pemerintah Daerah melakukan penataan klaster untuk 
mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro 
dan Usaha Kecil. 
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(2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam 
perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan 
evaluasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil 
dalam penataan klaster di Daerah. 

 
Paragraf 4 

Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 
 

Pasal 55 
Pemerintah Daerah menginformasikan mengenai kemudahan dan 

fasilitasi dalam memperoleh hak kekayaan intelektual oleh 
Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang hukum dan hak asasi manusia. 

 
Paragraf 5 

Jaminan Kredit Program 
 

Pasal 56 
(1) Kegiatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat dijadikan jaminan 

kredit program. 
(2) Jaminan kredit program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat berupa: 
a. surat perintah kerja; 
b. faktur; 
c. surat pemesanan (purchase order); 
d. hak kekayaan intelektual; 
e. anjak piutang; 
f. keping/kode batang (Chip/barcode) bukti atas kepemilikan 

benda bergerak; dan/atau 
g. kontrak perjanjian kerja. 
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(2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam 
perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan 
evaluasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil 
dalam penataan klaster di Daerah. 

 
Paragraf 4 

Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 
 

Pasal 55 
Pemerintah Daerah menginformasikan mengenai kemudahan dan 

fasilitasi dalam memperoleh hak kekayaan intelektual oleh 
Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang hukum dan hak asasi manusia. 

 
Paragraf 5 

Jaminan Kredit Program 
 

Pasal 56 
(1) Kegiatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat dijadikan jaminan 

kredit program. 
(2) Jaminan kredit program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat berupa: 
a. surat perintah kerja; 
b. faktur; 
c. surat pemesanan (purchase order); 
d. hak kekayaan intelektual; 
e. anjak piutang; 
f. keping/kode batang (Chip/barcode) bukti atas kepemilikan 

benda bergerak; dan/atau 
g. kontrak perjanjian kerja. 

 
 
 
 
 
 

Paragraf 6 
Pengadaan Barang/Jasa 

 
Pasal 57 

(1) Perangkat daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro 
dan Usaha Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri 
dalam pengadaan barang/jasa. 

(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari 
nilai anggaran belanja barang/jasa. 

(3) Pemberian pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(4) Penyedia usaha besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan 
pekerjaan harus melakukan kerja sama usaha dalam bentuk 
kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memiliki 
kemampuan di bidang yang bersangkutan. 

 
Pasal 58 

Pemerintah Daerah mendorong badan usaha milik daerah untuk 
mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro, Usaha 
Kecil, dan Koperasi dalam pengadaan barang/jasa. 
 

Pasal 59 
(1) Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib 

memasukkan rencana belanja barang/jasa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dalam Sistem Informasi 
Rencana Umum Pengadaan paling lambat di bulan November 
tahun berjalan untuk rencana belanja tahun mendatang. 

(2) Rencana belanja tahun mendatang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diintegrasikan dengan sistem informasi data tunggal. 

 
Pasal 60 

(1) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa untuk Usaha 
Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi dengan nilai pagu 
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anggaran/kontrak kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) dibayar langsung. 

(2) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa untuk Usaha 
Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi dengan nilai pagu 
anggaran/kontrak antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 50% (lima puluh 
persen). 

(3) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa untuk Usaha 
Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi dengan nilai pagu 
anggaran/kontrak antara nilai lebih dari Rp200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp2.500.000.000,00 
(dua miliar lima ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling 
sedikit 30% (tiga puluh persen). 

 
Pasal 61 

(1) Bupati wajib melakukan pengawasan pengalokasian dan 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Usaha Mikro, Usaha 
Kecil, serta Koperasi melalui aparat pengawasan internal pada 
Pemerintah Daerah. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
kegiatan: 

a. audit; 
b. reviu; 
c. pemantauan; 
d. evaluasi; dan/atau 
e. penyelenggaraan mekanisme pengaduan (whistleblowing 

system). 
(3) Penyelenggaraan mekanisme pengaduan (whistleblowing 

system) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat 
menggunakan penyelenggaraan mekanisme pengaduan 
(whistleblowing system) yang sudah berjalan. 

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dari 
tahap: 

a. perencanaan; 
b. penganggaran; 
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anggaran/kontrak kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) dibayar langsung. 

(2) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa untuk Usaha 
Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi dengan nilai pagu 
anggaran/kontrak antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 50% (lima puluh 
persen). 

(3) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa untuk Usaha 
Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi dengan nilai pagu 
anggaran/kontrak antara nilai lebih dari Rp200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp2.500.000.000,00 
(dua miliar lima ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling 
sedikit 30% (tiga puluh persen). 

 
Pasal 61 

(1) Bupati wajib melakukan pengawasan pengalokasian dan 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Usaha Mikro, Usaha 
Kecil, serta Koperasi melalui aparat pengawasan internal pada 
Pemerintah Daerah. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
kegiatan: 

a. audit; 
b. reviu; 
c. pemantauan; 
d. evaluasi; dan/atau 
e. penyelenggaraan mekanisme pengaduan (whistleblowing 

system). 
(3) Penyelenggaraan mekanisme pengaduan (whistleblowing 

system) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat 
menggunakan penyelenggaraan mekanisme pengaduan 
(whistleblowing system) yang sudah berjalan. 

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dari 
tahap: 

a. perencanaan; 
b. penganggaran; 

c. persiapan; 
d. pemilihan penyedia; 
e. pelaksanaan kontrak; dan 
f. serah terima pekerjaan dan pelaporan. 

 
Pasal 62 

(1) Ruang lingkup pengawasan keterlibatan Usaha Mikro, Usaha 
Kecil, serta Koperasi pada pengadaan barang/jasa meliputi: 

a. pemenuhan kewajiban pengalokasian sebesar 40% (empat 
puluh persen) untuk produk barang dan jasa Usaha Mikro, 
Usaha Kecil, serta Koperasi; dan 

b. realisasi atas belanja produk barang dan jasa Usaha Mikro, 
Usaha Kecil, serta Koperasi. 

(2) Hasil pengawasan digunakan untuk pengendalian pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa. 

 
Pasal 63 

Realisasi pelaksanaan pengalokasian 40% (empat puluh persen) 
pengadaan barang/jasa Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi 
yang dilakukan perangkat daerah dipublikasikan secara transparan 
kepada masyarakat. 
 

Paragraf 7 
Pencatatan dan Pembukuan Sistem Aplikasi Laporan Keuangan 

 
Pasal 64 

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan dan pendampingan 
pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan 
Usaha Mikro dan Usaha Kecil. 

(2) Sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro 
dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi Usaha 
Mikro dan Usaha Kecil. 

(3) Standar akuntasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan bagi Usaha 
Mikro dan Usaha Kecil. 
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(4) Fasilitasi penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan 
keuangan sederhana bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak 
dipungut biaya. 

(5) Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas pelatihan dan 
pendampingan pembukuan/pencatatan keuangan bagi Usaha 
Mikro dan Usaha Kecil dapat bekerjasama dengan perguruan 
tinggi dan asosiasi. 

 
Paragraf 8 

Pemeliharaan Terminal 
 

Pasal 65 
(1) Pemeliharaan terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang 

pada terminal harus bekerjasama dengan Usaha Mikro dan 
Usaha Kecil. 

(2) Pemeliharaan yang harus dikerjasamakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. rutin; 
b. memfungsikan kembali; 
c. penggantian; dan/atau 
d. bersifat melengkapi. 

(3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang transportasi. 

 
Bagian Keempat 

Pengembangan Usaha 
 

Pasal 66 
(1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah. 
(2) Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 
a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang 

dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 
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(4) Fasilitasi penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan 
keuangan sederhana bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak 
dipungut biaya. 

(5) Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas pelatihan dan 
pendampingan pembukuan/pencatatan keuangan bagi Usaha 
Mikro dan Usaha Kecil dapat bekerjasama dengan perguruan 
tinggi dan asosiasi. 

 
Paragraf 8 

Pemeliharaan Terminal 
 

Pasal 65 
(1) Pemeliharaan terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang 

pada terminal harus bekerjasama dengan Usaha Mikro dan 
Usaha Kecil. 

(2) Pemeliharaan yang harus dikerjasamakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. rutin; 
b. memfungsikan kembali; 
c. penggantian; dan/atau 
d. bersifat melengkapi. 

(3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang transportasi. 

 
Bagian Keempat 

Pengembangan Usaha 
 

Pasal 66 
(1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah. 
(2) Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 
a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang 

dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 

b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan 
sesuai potensi dan masalah yang dihadapi; 

c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan 
d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program. 

(3) Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan: 

a. Koperasi; 
b. sentra; 
c. klaster; dan 
d. kelompok. 
 

Pasal 67 
(1) Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 66 dilaksanakan berdasarkan intensitas 
dan jangka waktu. 

(2) Intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

 
Bagian Kelima 

Koordinasi dan Pengendalian Kemudahan Pelindungan, dan 
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

 
Paragraf 1 

Lingkup Koordinasi 
 

Pasal 68 
Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah meliputi penyusunan dan pengintegrasian, 
pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap program 
penumbuhan iklim dan pengembangan usaha yang 
diselenggarakan dunia usaha, dan masyarakat. 
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Paragraf 2 
Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengendalian Kemudahan, 

Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
 

Pasal 69 
(1) Bupati mengoordinasikan dan mengendalikan kemudahan, 

pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah di Daerah. 

(2) Dalam pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bupati bertugas: 

a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau 
melaksanakan kebijakan umum di daerah tentang 
kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah; 

b. menyinergikan perencanaan daerah, sebagai dasar 
penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang 
dijabarkan dalam program daerah; 

c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam 
penyelenggaraan kemudahan, pelindungan, dan 
pemberdayaan di daerah; 

d. menyinergikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan di 
daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi; 

e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan 
usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan; 

f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan 
sumber daya manusia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di 
daerah; dan 

g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program 
kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah. 
 
 
 
 
 



HUKUM KOPERASI &
UMKM PASCA UU CIPTA KERJA

99

Paragraf 2 
Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengendalian Kemudahan, 

Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
 

Pasal 69 
(1) Bupati mengoordinasikan dan mengendalikan kemudahan, 

pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah di Daerah. 

(2) Dalam pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bupati bertugas: 

a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau 
melaksanakan kebijakan umum di daerah tentang 
kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah; 

b. menyinergikan perencanaan daerah, sebagai dasar 
penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang 
dijabarkan dalam program daerah; 

c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam 
penyelenggaraan kemudahan, pelindungan, dan 
pemberdayaan di daerah; 

d. menyinergikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan di 
daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi; 

e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan 
usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan; 

f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan 
sumber daya manusia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di 
daerah; dan 

g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program 
kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah. 
 
 
 
 
 

Pasal 70 
(1) Bupati melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan 

kebijakan/program kemudahan, pelindungan, dan 
pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
69 ayat (2) kepada Menteri dan gubernur. 

(2) Bupati menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri 
dan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 
(dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Juni dan bulan 
Desember. 

 
Pasal 71 

(1) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam 
perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan 
evaluasi kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara peran serta dunia usaha dan 
masyarakat mengenai kemudahan, pelindungan, dan 
pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur lebih 
lanjut dalam Peraturan Bupati. 

 
Paragraf 3 

Upah pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil 
 

Pasal 72 
(1) Ketentuan upah minimum kabupaten dikecualikan bagi Usaha 

Mikro dan Usaha Kecil. 
(2) Ketentuan upah minimum kabupaten sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur mengenai pengupahan. 
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BAB IV 
KEMITRAAN 

Bagian Kesatu 
Insentif Kemitraan 

 
Pasal 73 

(1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan 
berusaha dalam rangka kemitraan Usaha Menengah dan usaha 
besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 
Usaha Mikro dan Usaha Kecil, berupa: 

a. pengurangan atau keringanan pajak daerah; 
b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah; 
c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, Usaha 

Kecil, dan/atau Koperasi; 
d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha 

Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi; 
e. fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, 

dan/atau Koperasi; dan/atau 
f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program. 

(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 
Usaha Menengah dan usaha besar, berupa: 

a. pengurangan atau keringanan pajak daerah; dan/atau 
b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah. 

(4) Insentif kepada Usaha Menengah dan usaha besar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan: 

a. melakukan inovasi dan pengembangan produk berorientasi 
ekspor; 

b. menyerap tenaga kerja lokal; 
c. menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan; 
d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Usaha 

Mikro dan Usaha Kecil; 
e. melakukan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Usaha 

Kecil; dan 
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BAB IV 
KEMITRAAN 

Bagian Kesatu 
Insentif Kemitraan 

 
Pasal 73 

(1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan 
berusaha dalam rangka kemitraan Usaha Menengah dan usaha 
besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 
Usaha Mikro dan Usaha Kecil, berupa: 

a. pengurangan atau keringanan pajak daerah; 
b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah; 
c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, Usaha 

Kecil, dan/atau Koperasi; 
d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha 

Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi; 
e. fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, 

dan/atau Koperasi; dan/atau 
f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program. 

(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 
Usaha Menengah dan usaha besar, berupa: 

a. pengurangan atau keringanan pajak daerah; dan/atau 
b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah. 

(4) Insentif kepada Usaha Menengah dan usaha besar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan: 

a. melakukan inovasi dan pengembangan produk berorientasi 
ekspor; 

b. menyerap tenaga kerja lokal; 
c. menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan; 
d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Usaha 

Mikro dan Usaha Kecil; 
e. melakukan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Usaha 

Kecil; dan 

f. melibatkan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam perluasan 
akses pasar. 

(5) Kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak 
diskriminatif; 

b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, 
bahan baku, bahan penolong, dan kemasan; 

c. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana; 
d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh 

pembiayaan; dan/atau 
e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan 

usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah. 
 

Pasal 74 
(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan 

pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan. 
(2) Hasil pengawasan dan evaluasi kemitraan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit untuk: 
a. kerja sama dalam perencanaan program kemitraan; 

dan/atau 
b. advokasi pelaku usaha dalam pelaksanaan kemitraan. 

 
Bagian Kedua 

Pola Kemitraan 
 

Paragraf 1 
Umum 

 
Pasal 75 

(1) Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi 
dengan Usaha Menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan 
memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis 
yang sehat. 
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(2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
prinsip saling: 

a. memerlukan; 
b. mempercayai; 
c. memperkuat; dan 
d. menguntungkan. 

(3) Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai 
kedudukan hukum yang setara. 

(4) Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi 
dengan Usaha Menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan 
disertai bantuan dan penguatan oleh usaha besar. 

 
Pasal 76 

(1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi 
dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya 
manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan. 

(2) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan 
pendampingan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil. 

 
Paragraf 2 

Pola Kemitraan 
 

Pasal 77 
(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilaksanakan 

melalui pola: 
a. inti-plasma; 
b. subkontrak; 
c. waralaba; 
d. perdagangan umum; 
e. distribusi dan keagenan; 
f. rantai pasok; dan 
g. bentuk kemitraan lain. 

(2) Bentuk kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf g, paling sedikit: 

a. bagi hasil; 



HUKUM KOPERASI &
UMKM PASCA UU CIPTA KERJA

103

(2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
prinsip saling: 

a. memerlukan; 
b. mempercayai; 
c. memperkuat; dan 
d. menguntungkan. 

(3) Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai 
kedudukan hukum yang setara. 

(4) Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi 
dengan Usaha Menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan 
disertai bantuan dan penguatan oleh usaha besar. 

 
Pasal 76 

(1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi 
dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya 
manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan. 

(2) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan 
pendampingan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil. 

 
Paragraf 2 

Pola Kemitraan 
 

Pasal 77 
(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilaksanakan 

melalui pola: 
a. inti-plasma; 
b. subkontrak; 
c. waralaba; 
d. perdagangan umum; 
e. distribusi dan keagenan; 
f. rantai pasok; dan 
g. bentuk kemitraan lain. 

(2) Bentuk kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf g, paling sedikit: 

a. bagi hasil; 

b. kerja sama operasional; 
c. usaha patungan (joint venture); dan 
d. penyumberluaran (outsourcing). 
 

Pasal 78 
Dalam pola kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 77 ayat (1) huruf a: 

a. usaha besar berkedudukan sebagai inti dan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah berkedudukan sebagai plasma; atau 

b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti dan Usaha Mikro 
dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai plasma. 

 
Pasal 79 

(1) Dalam pola kemitraan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 77 ayat (1) huruf b: 

a. usaha besar berkedudukan sebagai kontraktor dan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah berkedudukan sebagai 
subkontraktor; atau 

b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai kontraktor dan 
Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai 
subkontraktor. 

(2) Dalam pelaksanaan pola kemitraan subkontrak, usaha besar 
sebagai kontraktor memberikan dukungan: 

a. kemudahan dalam mengerjakan sebagian produksi 
dan/atau komponen; 

b. kemudahan memperoleh bahan baku; 
c. peningkatan pengetahuan teknis produksi; 
d. teknologi; 
e. pembiayaan; dan 
f. sistem pembayaran. 
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Pasal 80 
(1) Dalam pola kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 77 ayat (1) huruf c: 
a. usaha besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berkedudukan sebagai 
penerima waralaba; atau 

b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba 
dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai 
penerima waralaba. 

(2) Usaha besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba 
memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah yang memiliki kapasitas dan kelayakan 
usaha. 

(3) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat melakukan kemitraan 
dengan pola waralaba sebagai pemberi waralaba. 

(4) Ketentuan mengenai waralaba diatur sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 81 

(1) Kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum, dapat 
dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran dan penyediaan 
lokasi usaha dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh usaha 
besar yang dilakukan secara terbuka. 

(2) Pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk kerja sama 
kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak. 

 
Pasal 82 

Dalam pola kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf e: 

a. usaha besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan 
jasa kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; atau 

b. Usaha Menengah memberikan hak khusus memasarkan barang 
dan jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil. 
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Pasal 80 
(1) Dalam pola kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 77 ayat (1) huruf c: 
a. usaha besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berkedudukan sebagai 
penerima waralaba; atau 

b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba 
dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai 
penerima waralaba. 

(2) Usaha besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba 
memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah yang memiliki kapasitas dan kelayakan 
usaha. 

(3) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat melakukan kemitraan 
dengan pola waralaba sebagai pemberi waralaba. 

(4) Ketentuan mengenai waralaba diatur sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 81 

(1) Kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum, dapat 
dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran dan penyediaan 
lokasi usaha dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh usaha 
besar yang dilakukan secara terbuka. 

(2) Pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk kerja sama 
kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak. 

 
Pasal 82 

Dalam pola kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf e: 

a. usaha besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan 
jasa kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; atau 

b. Usaha Menengah memberikan hak khusus memasarkan barang 
dan jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil. 

   
 

Pasal 83 
(1) Pelaksanaan Kemitraan dengan Pola Rantai Pasok sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf f, dapat dilakukan dalam 
satu rangkaian kegiatan yang melibatkan Usaha Mikro, Usaha 
Kecil, Usaha Menengah dan usaha besar, paling sedikit: 

a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh 
perusahaan dengan penyedia bahan baku; 

b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; 
dan/atau 

c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku, 
serta proses fabrikasi. 

(2) Dalam pola kemitraan rantai pasok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1): 

a. usaha besar berkedudukan sebagai penerima barang dan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berkedudukan sebagai 
penyedia barang; atau 

b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima barang 
dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai 
penyedia barang. 

(3) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh 
usaha besar atau Usaha Menengah dilakukan melalui pola 
kemitraan rantai pasok mengutamakan pengadaan hasil 
produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi 
standar mutu barang dan jasa yang diperlukan. 

 
Pasal 84 

(1) Dalam pola kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 77 ayat (2) huruf a: 

a. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berkedudukan sebagai 
pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau 
dimiliki oleh usaha besar; atau 

b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai 
pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau 
dimiliki oleh Usaha Menengah. 
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(2) Para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan 
kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang 
dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra. 

(3) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian 
yang ditanggung para pihak yang bermitra dengan pola bagi 
hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati. 

 
Pasal 85 

Pola kemitraan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b antara: 

a. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan usaha besar 
menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan 
pekerjaan selesai; atau 

b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah 
menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan 
pekerjaan selesai. 

 
Pasal 86 

(1) Dalam pola kemitraan usaha patungan (joint venture) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf c: 

a. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal dapat melakukan 
kemitraan usaha dengan usaha besar asing; dan 

b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil lokal dapat melakukan 
kemitraan usaha dengan Usaha Menengah asing, dengan 
cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan 
mendirikan badan usaha baru berbentuk badan hukum 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam menjalankan aktivitas ekonomi bersama para pihak 
berbagi secara proporsional dalam pemilikan saham, 
keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan. 

 
Pasal 87 

(1) Dalam pola kemitraan pola penyumberluaran (outsourcing) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf d: 



HUKUM KOPERASI &
UMKM PASCA UU CIPTA KERJA

107

(2) Para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan 
kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang 
dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra. 

(3) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian 
yang ditanggung para pihak yang bermitra dengan pola bagi 
hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati. 

 
Pasal 85 

Pola kemitraan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b antara: 

a. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan usaha besar 
menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan 
pekerjaan selesai; atau 

b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah 
menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan 
pekerjaan selesai. 

 
Pasal 86 

(1) Dalam pola kemitraan usaha patungan (joint venture) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf c: 

a. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal dapat melakukan 
kemitraan usaha dengan usaha besar asing; dan 

b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil lokal dapat melakukan 
kemitraan usaha dengan Usaha Menengah asing, dengan 
cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan 
mendirikan badan usaha baru berbentuk badan hukum 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam menjalankan aktivitas ekonomi bersama para pihak 
berbagi secara proporsional dalam pemilikan saham, 
keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan. 

 
Pasal 87 

(1) Dalam pola kemitraan pola penyumberluaran (outsourcing) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf d: 

a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah dapat 
bermitra dengan usaha besar untuk mengerjakan pekerjaan 
atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama usaha besar; 

b. Usaha Mikro atau Usaha Kecil dapat bermitra dengan 
Usaha Menengah untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian 
pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Menengah. 

(2) Kemitraan pola penyumberluaran dijalankan pada bidang dan 
jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau 
bukan komponen pokok. 

(3) Dalam pola kemitraan penyumberluaran: 
a. usaha besar berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan dan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berkedudukan sebagai 
penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan; atau 

b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan 
dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai 
penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan. 

(4) Pelaksanaan pola kemitraan penyumberluaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Bagian Ketiga 

Perjanjian Kemitraan 
 

Pasal 88 
(1) Setiap bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah dituangkan dalam perjanjian kemitraan. 
(2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 

secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. 
(3) Dalam hai salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum 

asing, perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing. 

(4) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
memuat paling sedikit: 

a. identitas para pihak; 
b. kegiatan usaha; 
c. hak dan kewajiban para pihak; 
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d. bentuk pengembangan; 
e. jangka waktu kemitraan; 
f. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan 
g. penyelesaian perselisihan. 

 
Bagian Keempat 

Peran Pemerintah Daerah dalam Kemitraan 
 

Pasal 89 
(1) Pemerintah Daerah mengatur: 

a. Usaha besar untuk membangun kemitraan dengan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah; atau 

b. Usaha Menengah untuk membangun kemitraan dengan 
Usaha Mikro dan Usaha Kecil. 

(2) Untuk melaksanakan peran Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah: 

a. menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah yang siap bermitra; 

b. mengembangkan proyek percontohan kemitraan; 
c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan 
d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program 

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian 
umum terhadap pelaksanaan kemitraan. 

 
Bagian Kelima 

Pengawasan Kemitraan 
 

Pasal 90 
(1) Pelaksanaan kemitraan mendapat pengawasan dari Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Pengenaan sanksi administratif dilakukan terhadap usaha besar 
atau Usaha Menengah yang melakukan pelanggaran 
sebagaimana dimaksud dalam kemitraan, berdasarkan inisiatif 
dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan/atau laporan yang 
masuk ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha oleh: 
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d. bentuk pengembangan; 
e. jangka waktu kemitraan; 
f. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan 
g. penyelesaian perselisihan. 

 
Bagian Keempat 

Peran Pemerintah Daerah dalam Kemitraan 
 

Pasal 89 
(1) Pemerintah Daerah mengatur: 

a. Usaha besar untuk membangun kemitraan dengan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah; atau 

b. Usaha Menengah untuk membangun kemitraan dengan 
Usaha Mikro dan Usaha Kecil. 

(2) Untuk melaksanakan peran Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah: 

a. menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah yang siap bermitra; 

b. mengembangkan proyek percontohan kemitraan; 
c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan 
d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program 

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian 
umum terhadap pelaksanaan kemitraan. 

 
Bagian Kelima 

Pengawasan Kemitraan 
 

Pasal 90 
(1) Pelaksanaan kemitraan mendapat pengawasan dari Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Pengenaan sanksi administratif dilakukan terhadap usaha besar 
atau Usaha Menengah yang melakukan pelanggaran 
sebagaimana dimaksud dalam kemitraan, berdasarkan inisiatif 
dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan/atau laporan yang 
masuk ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha oleh: 

a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah yang 
dirugikan atas pemilikan dan/atau penguasaan usahanya 
dalam hubungan kemitraan dengan usaha besar; 

b. Usaha Mikro atau Usaha Kecil yang dirugikan atas 
pemilikan dan/atau penguasaan usahanya dalam hubungan 
kemitraan dengan Usaha Menengah; atau 

c. orang yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran 
pelaksanaan kemitraan. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha secara tertulis disertai 
bukti dan keterangan yang lengkap dan jelas. 

 
BAB V 

KEMUDAHAN DAN INSENTIF 
Pasal 91 

(1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil diberikan insentif berupa 
pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah 
dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Usaha Mikro dan Usaha Kecil diberikan insentif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: 

a. baru mulai berproduksi atau beroperasi; 
b. peredaran usaha paling banyak Rp7.500.000.000.00 (tujuh 

miliar lima ratus juta rupiah) per tahun; 
c. melakukan usaha di sektor pertanian, perkebunan, 

peternakan, industri, jasa, pengangkutan/transportasi, 
hotel bintang 1/hotel melati/hostel/homestay/guest 
house, rumah kos, bumi perkemahan/penyediaan 
akomodasi jangka pendek lainnya, rumah 
makan/kedai/warung; dan/atau 

d. mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah secara 
elektronik. 

(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: 
a. pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan; 
b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan 
c. retribusi daerah. 
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Pasal 92 
(1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan modal Kepada Usaha 

Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi. 
(2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan untuk riset dan 

pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi. 
(3) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas pelatihan vokasi Usaha 

Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi. 
 

BAB VI 
PFNYEDIAAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL 
 

Pasal 93 
(1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan 

mudah bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam bentuk subsidi, 
penjaminan, dan pinjaman, atau pembiayaan lainnya yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(2) Pembiayaan murah diberikan dengan pemberian subsidi yang 
besarnya berdasarkan selisih antara bunga/margin pasar 
dengan tingkat bunga yang ditetapkan Pemerintah Pusat. 

(3) Pinjaman atau Pembiayaan yang mudah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberikan dalam bentuk paling sedikit: 

a. kegiatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat dijadikan 
keringanan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56; 

b. keringanan atau kemudahan penilaian kelayakan kredit 
berdasarkan rating, skoring, atau analisa digital; 

c. angsuran atau cicilan atas pinjaman atau pembiayaan lebih 
rendah yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan 
atau omzet; 

d. denda atas keterlambatan angsuran atau cicilan diturunkan 
dan/atau keringanan denda; dan 

e. jangka waktu pengembalian lebih panjang disesuaikan 
dengan karakteristik usaha. 

(4) Pemerintah Daerah menyediakan hibah dan/atau bantuan 
dalam bentuk paling sedikit: 

a. modal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil pemula (start-up) 
dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai 
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Pasal 92 
(1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan modal Kepada Usaha 

Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi. 
(2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan untuk riset dan 

pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi. 
(3) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas pelatihan vokasi Usaha 

Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi. 
 

BAB VI 
PFNYEDIAAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL 
 

Pasal 93 
(1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan 

mudah bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam bentuk subsidi, 
penjaminan, dan pinjaman, atau pembiayaan lainnya yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(2) Pembiayaan murah diberikan dengan pemberian subsidi yang 
besarnya berdasarkan selisih antara bunga/margin pasar 
dengan tingkat bunga yang ditetapkan Pemerintah Pusat. 

(3) Pinjaman atau Pembiayaan yang mudah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberikan dalam bentuk paling sedikit: 

a. kegiatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat dijadikan 
keringanan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56; 

b. keringanan atau kemudahan penilaian kelayakan kredit 
berdasarkan rating, skoring, atau analisa digital; 

c. angsuran atau cicilan atas pinjaman atau pembiayaan lebih 
rendah yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan 
atau omzet; 

d. denda atas keterlambatan angsuran atau cicilan diturunkan 
dan/atau keringanan denda; dan 

e. jangka waktu pengembalian lebih panjang disesuaikan 
dengan karakteristik usaha. 

(4) Pemerintah Daerah menyediakan hibah dan/atau bantuan 
dalam bentuk paling sedikit: 

a. modal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil pemula (start-up) 
dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai 

komersial, atau berbasis teknologi, untuk pengembangan 
usaha dan/atau penyelenggaraan Inkubasi; 

b. modal kepada Koperasi dalam rangka mendukung program 
strategis; dan 

c. Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan dalam 
bentuk penjaminan berupa pembayaran imbal jasa 
penjaminan kepada lembaga penjamin untuk menjaminkan 
paling banyak 80% (delapan puluh persen) atas pinjaman 
atau pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan bank 
dan bukan bank. 

(5) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan literasi 
keuangan dan memberikan pendampingan akses pembiayaan 
kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil. 

 
Pasal 94 

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan bagi 
usaha besar yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro 
dan Usaha Kecil dalam bentuk pinjaman, penjaminan, hibah, 
dan/atau pembiayaan lainnya melalui kemitraan. 

 
Pasal 95 

Usaha besar menyediakan pembiayaan dalam bentuk: 
a. pinjaman dan pembiayaan yang mudah dan murah yang tidak 

memberatkan bagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha 
Mikro dan Usaha Kecil; 

b. pembiayaan untuk uang muka pekerjaan yang dimitrakan 
dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; atau 

c. hibah bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil pemula dengan produk 
inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, atau 
berbasis teknologi. 
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BAB VII 
PENYELENGGARAAN INKUBASI 

 
Pasal 96 

(1) Penyelenggaraan Inkubasi bertujuan untuk: 
a. menciptakan usaha baru; 
b. menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah yang mempunyai nilai ekonomi dan 
berdaya saing tinggi; dan 

c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia 
terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan 
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

(2) Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, 
lembaga pendidikan, badan hukum dan bukan badan hukum, 
dan/atau masyarakat. 

(3) Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan oleh lembaga inkubator dalam jangka waktu paling 
lama 3 (tiga) tahun. 

(4) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
melakukan: 

a. pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada calon 
pelaku usaha; dan/atau 

b. pengembangan pelaku usaha pemula yang inovatif dan 
produktif. 

(5) Dalam menyelenggarakan Inkubasi, lembaga inkubator 
memberikan layanan dalam aspek berupa: 

a. produksi; 
b. pemasaran; 
c. sumber daya manusia dan manajemen; 
d. pembiayaan; dan/atau 
e. teknologi dan desain. 

(6) Penyelenggara inkubator dalam penyelenggaraan Inkubasi 
dapat bekerja sama dengan pihak lain baik dari dalam negeri 
dan/atau luar negeri. 
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BAB VII 
PENYELENGGARAAN INKUBASI 

 
Pasal 96 

(1) Penyelenggaraan Inkubasi bertujuan untuk: 
a. menciptakan usaha baru; 
b. menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah yang mempunyai nilai ekonomi dan 
berdaya saing tinggi; dan 

c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia 
terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan 
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

(2) Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, 
lembaga pendidikan, badan hukum dan bukan badan hukum, 
dan/atau masyarakat. 

(3) Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan oleh lembaga inkubator dalam jangka waktu paling 
lama 3 (tiga) tahun. 

(4) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
melakukan: 

a. pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada calon 
pelaku usaha; dan/atau 

b. pengembangan pelaku usaha pemula yang inovatif dan 
produktif. 

(5) Dalam menyelenggarakan Inkubasi, lembaga inkubator 
memberikan layanan dalam aspek berupa: 

a. produksi; 
b. pemasaran; 
c. sumber daya manusia dan manajemen; 
d. pembiayaan; dan/atau 
e. teknologi dan desain. 

(6) Penyelenggara inkubator dalam penyelenggaraan Inkubasi 
dapat bekerja sama dengan pihak lain baik dari dalam negeri 
dan/atau luar negeri. 

 
 

Pasal 97 
(1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Inkubasi secara 

terpadu dan berjenjang. 
(2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan Inkubasi 

secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
melakukan: 

a. penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
penyelenggaraan Inkubasi yang telah ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan dan wilayah; 

b. pendataan dan pembinaan lembaga inkubator sesuai 
kewenangan dan wilayah; 

c. pembentukan dan pengembangan lembaga inkubator 
paling sedikit 1 (satu) lembaga inkubator; 

d. fasilitasi Inkubasi kepada masyarakat calon wirausaha 
dan/atau wirausaha pemula paling sedikit 20 (dua puluh) 
peserta Inkubasi (tenant) dalam 1 (satu) tahun 

 
Pasal 98 

(1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Inkubasi kepada calon 
wirausaha dan/atau wirausaha pemula peserta Inkubasi melalui 
penanggungan biaya Inkubasi paling lama 12 (dua belas) bulan. 

(2) Fasilitasi Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
kepada peserta Inkubasi dengan kriteria: 

a. berbasis teknologi dan/atau berwawasan lingkungan; 
b. berorientasi ekspor; atau 
c. inovatif berbasis industri kreatif. 

 
Pasal 99 

Sumber pendanaan untuk peningkatan dan pengembangan 
inkubator berupa pinjaman atau hibah yang bersumber dari: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
b. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; 
c. lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri; 

dan/atau 
d. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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BAB VIII 
SOSIALISASI, KOORDINASI DAN FASILITASI 

 
Pasal 100 

(1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, melakukan 
sosialisasi, koordinasi dan fasilitasi kepada Pemerintah 
Kecamatan/Desa/Kelurahan terhadap pelaksanaan 
perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

(2) Sosialisasi, koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diprioritaskan dalam proses pendataan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah dan pendaftaran Perizinan Berusaha bagi 
pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian 
penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Bupati. 

 
BAB IX 

PARTISIPASI MASYARAKAT 
 

Pasal 101 
Masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya perlindungan Koperasi 
dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui cara, diantaranya: 
a. melaporkan melalui pemerintah desa/kelurahan apabila ada 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  yang belum terdata oleh 
Pemerintah Daerah; 

b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait 
peraturan perundang-undangan mengenai Koperasi dan/atau 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;    

c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi 
perlindungan Koperasi dan/atau Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; 

d. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan terkait upaya 
perlindungan Koperasi dan/atau Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah;  

e. melakukan pendampingan bagi Koperasi dan/atau Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah dalam proses pengembangan usaha;  
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BAB VIII 
SOSIALISASI, KOORDINASI DAN FASILITASI 

 
Pasal 100 

(1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, melakukan 
sosialisasi, koordinasi dan fasilitasi kepada Pemerintah 
Kecamatan/Desa/Kelurahan terhadap pelaksanaan 
perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

(2) Sosialisasi, koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diprioritaskan dalam proses pendataan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah dan pendaftaran Perizinan Berusaha bagi 
pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian 
penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Bupati. 

 
BAB IX 

PARTISIPASI MASYARAKAT 
 

Pasal 101 
Masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya perlindungan Koperasi 
dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui cara, diantaranya: 
a. melaporkan melalui pemerintah desa/kelurahan apabila ada 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  yang belum terdata oleh 
Pemerintah Daerah; 

b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait 
peraturan perundang-undangan mengenai Koperasi dan/atau 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;    

c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi 
perlindungan Koperasi dan/atau Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; 

d. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan terkait upaya 
perlindungan Koperasi dan/atau Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah;  

e. melakukan pendampingan bagi Koperasi dan/atau Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah dalam proses pengembangan usaha;  

f. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi dugaan adanya 
penyimpangan dalam pelaksanaan perlindungan Koperasi 
dan/atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 

g. membentuk gerakan bersama dalam upaya pengembangan 
Koperasi dan/atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 
dan/atau 

h. Bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
 

BAB X 
MONITORING DAN EVALUASI 

 
Pasal 102 

(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan Koperasi 
dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang 
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.   

(2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan 
perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 
Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi 
yang terpadu.  

(3) Pemerintah Daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi, 
menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perlindungan Koperasi 
dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang  dilakukan secara 
berjenjang antar susunan pemerintahan.  

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan 
kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau 
sewaktu-waktu apabila diperlukan. 

Pasal 103 
(1) Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3), 

meliputi: 
a. pelaksanaan program dan kegiatan; 
b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan; 
c. sasaran kegiatan; 
d. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, atau sumber lain; dan 
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e. permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah 
dilakukan. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan 
monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan Koperasi 
dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

  
BAB XI 

PENGHARGAAN 
 

Pasal 104 
(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada 

setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat atau Lembaga 
Swadaya Masyarakat, dunia usaha, Perangkat Daerah, dan/atau 
desa/kelurahan yang berperan aktif dalam upaya 
pengembangan Koperasi dan/atau Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah. 

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 
a. piagam; 
b. piala; dan/atau 
c. uang. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian 
penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Bupati. 

 
BAB XII 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 105 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 

a. Koperasi simpan pinjam yang memiliki unit simpan pinjam dan 
pembiayaan syariah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah 
ini berlaku, wajib melakukan pemisahan unit simpan pinjam dan 
pembiayaan syariah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan 
Pembiayaan Syariah. 

b. permohonan Perizinan Berusaha Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah yang telah diajukan sebelum Peraturan Daerah ini 
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e. permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah 
dilakukan. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan 
monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan Koperasi 
dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

  
BAB XI 

PENGHARGAAN 
 

Pasal 104 
(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada 

setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat atau Lembaga 
Swadaya Masyarakat, dunia usaha, Perangkat Daerah, dan/atau 
desa/kelurahan yang berperan aktif dalam upaya 
pengembangan Koperasi dan/atau Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah. 

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 
a. piagam; 
b. piala; dan/atau 
c. uang. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian 
penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Bupati. 

 
BAB XII 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 105 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 

a. Koperasi simpan pinjam yang memiliki unit simpan pinjam dan 
pembiayaan syariah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah 
ini berlaku, wajib melakukan pemisahan unit simpan pinjam dan 
pembiayaan syariah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan 
Pembiayaan Syariah. 

b. permohonan Perizinan Berusaha Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah yang telah diajukan sebelum Peraturan Daerah ini 

mulai berlaku, tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan sebelum Peraturan Daerah ini 
berlaku; 

c. seluruh sektor yang menerapkan kriteria Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah menyesuaikan perubahan kriteria Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah; dan 

d. penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro 
dan Usaha Kecil pada infrastruktur publik yang telah beroperasi 
dan belum memenuhi alokasi 30% (tiga puluh persen), harus 
memenuhi alokasi 30% (tiga puluh persen) paling lama 1 (satu) 
tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

 
BAB XIII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 106 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kebijakan 

daerah dalam upaya perlindungan Koperasi dan/atau Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah dinyatakan masih berlaku 
sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan 
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 

  
Pasal 107 

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan 
paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini 
diundangkan. 

 
Pasal 108 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Pesawaran. 
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BAB VI  

 
 
 

A. Simpulan 
Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab 

sebelumnya, maka akan di kemukakan beberapa simpulan sebagai 
berikut: 

Pertama, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan 
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  diperlukan di 
Kabupaten Pesawaran untuk melegitimasi Pemerintah Daerah 
Kabupaten Pesawaran dalam melaksanakan kewajiban dan 
kewenangan di wilayahnya. Peraturan Daerah tentang Perlindungan 
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  akan menjadi dasar 
bagi Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk memberikan jaminan 
penyelenggaraan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah. Urgensi yang menjadi pijakan akan kebutuhan 
terhadap Perda ini adalah dengan adanya Perda ini diharapkan akan 
menggerakan sistem ekonomi rakyat secara berkelanjutan, sehingga 
koperasi, usaha mikro dan usaha kecil dapat tumbuh dan kembang 
dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin kompetitif. 

Kedua, pertimbangan filosofis pembentukan perda ini adalah: 
bahwa dalam rangka melindungi dan memberdayakan Koperasi, 
Usaha Mikro, dan Usaha Kecil sebagai basis utama penggerak 
ekonomi kerakyatan yang memiliki kedudukan, peran dan potensi 
strategis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Pertimbangan 
sosiologis rancangan peraturan daerah ini adalah dalam rangka 
meningkatkan kemampuan koperasi, usaha mikra dan usaha kecil 
dalam menghadapai persaingan usaha yang semakin kompetitif, 
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BAB VI  

 
 
 

A. Simpulan 
Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab 

sebelumnya, maka akan di kemukakan beberapa simpulan sebagai 
berikut: 

Pertama, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan 
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  diperlukan di 
Kabupaten Pesawaran untuk melegitimasi Pemerintah Daerah 
Kabupaten Pesawaran dalam melaksanakan kewajiban dan 
kewenangan di wilayahnya. Peraturan Daerah tentang Perlindungan 
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  akan menjadi dasar 
bagi Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk memberikan jaminan 
penyelenggaraan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah. Urgensi yang menjadi pijakan akan kebutuhan 
terhadap Perda ini adalah dengan adanya Perda ini diharapkan akan 
menggerakan sistem ekonomi rakyat secara berkelanjutan, sehingga 
koperasi, usaha mikro dan usaha kecil dapat tumbuh dan kembang 
dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin kompetitif. 

Kedua, pertimbangan filosofis pembentukan perda ini adalah: 
bahwa dalam rangka melindungi dan memberdayakan Koperasi, 
Usaha Mikro, dan Usaha Kecil sebagai basis utama penggerak 
ekonomi kerakyatan yang memiliki kedudukan, peran dan potensi 
strategis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Pertimbangan 
sosiologis rancangan peraturan daerah ini adalah dalam rangka 
meningkatkan kemampuan koperasi, usaha mikra dan usaha kecil 
dalam menghadapai persaingan usaha yang semakin kompetitif, 

maka Pemerintah Daerah perlu memberikan kemudahan, 
pelindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah. Pertimbangan yuridis pembentukan rancangan 
peraturan daerah tentang Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah  ini adalah bahwa diperlukan payung hukum 
berupa peraturan daerah sebagai dasar yuridis dalam pelaksanaan 
kewajiban dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam 
penyelenggaran Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 
Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan 
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan UU Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja. 

Ketiga, Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup 
pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah  yang akan dituangkan dalam materi pengaturan adalah 
meliputi: ketentuan umum; kemudahan, pelindungan, dan 
pemberdayaan koperasi; kemudahan, pelindungan, dan 
pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil; kemitraan; kemudahan 
dan insentif; penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro dan usaha 
kecil; penyelenggaraan inkubasi; ketentuan peralihan;  dan 
ketentuan penutup. 

 
B. Saran 

Penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah tentang 
Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  ini 
merupakan kajian agar penyelenggaraan Perlindungan Koperasi dan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  di Kabupaten Pesawaran dapat 
dilakukan dengan baik dan berdasarkan kaidah peraturan 
perundang-undangan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesawaran 
harus mengkaji lebih lanjut dan mempersiapkan produk hukum 
daerah berupa peraturan bupati dan keputusan bupati untuk 
mendukung keberlakuan teknis peraturan daerah ini. Agar semangat 
pemenuhan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 
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Menengah  untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
Kabupaten Pesawaran dapat terwujudkan. 
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Menengah  untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
Kabupaten Pesawaran dapat terwujudkan. 
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